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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Adhalnya Wali Karena Calon Suami Yang Menghamili
Dianggap Tidak Sekufu’ di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota
Surabaya” yang bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana
kasus adhalnya wali karena calon suami yang menghamili dianggap tidak sekufu’
dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adhalnya wali karena calon suami
yang menghamili dianggap tidak sekufu’.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik
wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah didapatkan dianalisis
menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu menjelaskan
fakta yang ada di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
tentang adhalnya wali karena calon suami yang menghamili dianggap tidak
sekufu’, kemudian adhalnya wali tersebut ditinjau menggunakan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan adhalnya wali dalam penelitian ini
dikarenakan laki-laki yang menghamili berasal dari keluarga sederhana dan tidak
harmonis sehingga dipandang tidak sederajat dengan keluarga wanita tersebut.
Adhalnya wali tersebut tidak tepat, karena orang tua tidak memikirkan mafsadah
yang timbul akan lebih besar dengan adanya penolakan perkawinan ini. Dalam
Al-Qur’an, pendapat ulama, hadis dan KHI, mayoritas membolehkan menikahkan
wanita yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamili. Meskipun
kriteria kafa’ah yang diterapkan oleh keluarga wanita tersebut sesuai dengan
kriteria kafa’ah menurut hukum perkawinan Islam terutama terkait nasab, namun
seharusnya orang tua tetap menikahkan untuk menghindari mafsadah yang jauh
lebih besar yang akan timbul kedepannya menyangkut nasab dan hak keperdataan
cucunya. Hal ini sejalan dengan konsep sadd al-dhari’ah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, seharusnya orang tua lebih memikirkan
bagaimana nasib anak dan cucunya ke depan jika tidak ada sosok suami dan ayah
bagi mereka serta bisa lebih mengawasi pergaulan anaknya agar tidak sampai
terjadi kehamilan di luar nikah. Selain itu, wanita yang hamil tersebut bisa
mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama agar perkawinannya
bisa tetap dilaksanakan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada
semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.
Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan
bagi makhluk-Nya untuk mencapai kebahagiaan, berkembang biak, dan
melestarikan hidupnya.'

Sebagai makhluk ciptaan Allah, keinginan untuk melanjutkan
keturunan merupakan naluri atau fitrah setiap makluk bahkan menjadi
kebutuhan bagi makluk ciptaan Allah. Maka untuk mencapai maksud
tersebut Allah menciptakan nafsu syahwat yang mendorong keinginan
untuk mencari pasangan dari lawan jenisnya. Yakni laki-laki menyalurkan
kebutuhan biologisnya kepada perempuan dan dari sinilah dihasilkan
keturunan yang sah. Karena itu perkawinan merupakan lembaga yang sah
bagi pengembangbiakan manusia, laki-laki, maupun perempuan.’
Sebagaimana dalam firman Allah SWT:
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" Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), 6.

* Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Press, 2014), 9.



“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari
jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang
pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak
dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan

Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.” (Q.S Asy-Syira :11).”

Meskipun penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan
hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur di luar perkawinan,
namun dalam mendapatkan ketenangan hidup bersama laki-laki dan
perempuan tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur menikah.
Disinilah Islam memastikan bahwa keturunan yang sah dan ketenangan,
cinta dan kasih sayang sejatinya hanya diperoleh melalui jalur
perkawinan.

Perkawinan adalah adanya suatu akad yang menghalalkan laki-laki
dan perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak-hak dan
kewajiban antara keduanya. Sehingga dengan perkawinan seseorang akan
terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu dan bersatu dalam ikatan suci
untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

3 5By 355 28 ang ) el g oA 1 K0 e O T s
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“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat pada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-
Rum : 21)*

} Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahannya (Bekasi: Bagus Segara,
2012), 484.

* Ibid., 406.



Pengertian perkawinan juga dirumuskan dalam UU perkawinan
yang berlaku di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, di mana Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.’

Dalam Pasal 2 KHI merumuskan pengertian Perkawinan menurut
hukum Islam ialah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau
miitsaagon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan
melaksanakannya merupakan ibadah.’ Hal ini menjelaskan bahwa akad
perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan saja
dan bagi umat islam perkawinan merupakan peristiwa agama oleh karena
itu, orang yang melaksanakannya berarti ia telah melakukan perbuatan
ibadah.”

Dari beberapa rumusan perkawinan di atas, dapat disimpulkan
bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan
sebagai suami istri dengan tujuan memperoleh keturunan yang sah dan
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Salah satu tujuan perkawinan yakni mencapai kebahagiaan,

ketenangan dan kasih sayang di dalamnya. Untuk mencapai tujuan

® Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
¢ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 114.
7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 41.



tersebut, juga diperlukan adanya keserasian atau keseimbangan antara
kedua belah pihak calon suami dan istri tersebut. Keserasian dan
keseimbangan tersebut di dalam pernikahan menurut hukum Islam
dikenal dengan istilah kafa’ah, atau juga bisa disebut dengan kufu’ yang
dapat diartikan sederajat, sama, sebanding. Maksud kafa’ah dalam
perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan
kedudukan sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak
serta kekayaan sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk
melakukan pernikahan. 8

Selain itu, tujuan perkawinan lainnya yakni menyalurkan nafsu
syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia. Namun saat
ini, hal tersebut seringkali ditempuh melalui jalur di luar perkawinan.
Akibatnya banyak terjadi kehamilan di luar nikah, di mana sebelum
adanya ikatan suci perkawinan, wanita sudah hamil terlebih dahulu,

sehingga kejadian tersebut tentunya mengurangi kesakralan perkawinan.

® Abd Rahman Ghazaly, Figh Munakahat Seri Buku Daras , Cet. Il (Jakarta: Pustaka Kencana,
2003), 96.



Islam membimbing manusia melalui perkawinan sebagai jalan satu-

satunya yang bertanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan

perzinahan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sebab jatuhnya

hukum itu karena melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat,

melanggar kesopanan dan merampas  hak orang lain yang sah

dimilikinya.” Sebagaimana dalam firman Allah SWT:
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“Hai sekahan manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah
menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (Q.S An-Nisa : 1)."

Sedangkan hukuman bagi orang yang melakukan perzinahan dalam

agama Islam sudah jelas, yaitu diancam hukuman pidana had bagi laki-

laki maupun perempuan, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

o
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“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan
hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikelull oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S An-
Nur : 2).

g

° Fuad Moch. Fachruddin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Jakarta: Pedoman Ilmu J aya,

1991), 33.

1% Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan..., 77.

" 1bid., 350.



Mayoritas ulama sepakat bahwa seseorang boleh menikahi wanita
yang telah berzina dengannya. Namun para ulama berbeda pendapat
tentang waktu yang dibolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina.
Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa, perempuan tersebut
tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan. Ulama Hanafiyah,
Syafi’iyah, dan Zhahiriyah mengatakan bahwa, perempuan yang sedang
hamil karena zina boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang
dikandungnya. "

Jika wanita itu dalam keadaan hamil dan anak yang dikandungnya
lahir enam atau lebih dari akad, maka nasab anak itu dinisbatkan
kepadanya (laki-laki yang menghamili dan menikahi). Tetapi jika anak itu
lahir kurang dari enam bulan dari terjadinya akad, maka nasab anak itu
tidak bisa dinisbatkan kepadanya, melainkan kepada ibunya saja, kecuali
ia mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak menjelaskan
bahwa anak itu lahir dari perbuatan zina.

Para sahabat yang diwakili oleh Abu Bakar , Umar, Ibnu Umar, Ibnu
Abbas, dan Jabir sepakat bahwa wanita yang berzina tidak haram
dinikahi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Abu Bakar pernah berkata,
“Apabila seorang lelaki berzina dengan wanita maka tidak haram bagi

9914

lelaki tersebut menikahi wanita itu. Diantara mereka ada yang

meriwayatkan hadits marfu’ (sampai kepada Rasulullah SAW)

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., 132.
3 Iffah Muzammil, Fikih Munakahat (Tangerang: Tira Smart, 2019), 78.

" Yahya bin Abdurrahman Al-Khathib, Ahkam al-Mar’ah al-Hamil, terj. Abu Firly Bassam
Tauqy (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2009), 28.



diantaranya  sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa

Rasulullah SAW bersabda :

“Seorang pezina harus dihukum cambuk, dia tidak boleh menikah
kecuali dengan sesama (pezina).” °

Ibnu Hajar mengatakan bahwa perawi hadits tersebut kuat.
Pandangan ini umumnya berangkat dari persepsi lahir dari ayat tentang
zina tersebut yang di dalamnya disebutkan bahwa tidak halal bagi wanita
baik-baik menikah dengan seorang lelaki yang secara jelas melakukan
perzinahan. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita yang terbukti telah
berzina, haram hukumnya menikah dengan lelaki baik-baik. Pendapat ini

berangkat dari firman Allah SWT:

e o mg 8k o V) s Y dams ik 5 G ) A Y )

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan

yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang

berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau

laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-

orang yang mukmin.” (Q.S An-Nur : 3)'°

Perkawinan wanita hamil di luar nikah juga diatur dalam Pasal 53
KHI yang berbunyi, (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat

dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan

wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa

> Wahbah al Zuhaili, A/-Figh al Islam wa Adillatuhu, Juz 9, terj. Abdul Hayyic al Kattani
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 380.

' Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahann..., 350



menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. '’ Dalam pasal tersebut dapat
kita pahami bahwa wanita yang hamil di luar nikah, dapat dinikahkan
dengan laki-laki yang menghamili wanita tersebut dan perkawinannya
dilakukan tanpa menunggu kelahiran anaknya.

Jadi, ketika seorang wanita hamil di luar nikah, sebaiknya langsung
dinikahkan dengan laki-alki yang menghamilinya. Namun, ada kalanya
salah satu rukun perkawinan tidak dapat dipenuhi sehingga menjadi
penghalang terlaksanya sebuah perkawinan. Karena sahnya suatu
perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah
yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Dalam hal rukun nikah,
jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari: '®
1. Calon suami
2. Calon Istri
3. Wali dari pihak calon pengantin perempuan
4. Sighat akad nikah, yakni ijab kabul.

Dari rukun di atas, wali termasuk faktor yang menentukan dalam
perkawinan. Wali ini berfungsi melakukan haknya yakni melakukan ijab
dari pihak perempuan. Orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an, Hadits dan Undang-
undang yang berlaku. Kemudian dia akan dianggap sah untuk menjadi

wali mempelai perempuan ialah sebagai berikut:'’

17 Abdurrahman, Kompilasi Hukum..., 125.
'8 Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
'* Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat I (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, t.t.), 110.



. Ayah kandung

. Kakek (ayah dari ayah kandung mempelai perempuan)

. Saudara laki-laki yang seibu seayah dengannya

. Saudara laki-laki yang seayah saja dengannya

. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah dengannya

. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja dengannya
. Paman dari pihak ayah kandung

. Anak laki-laki dari pamannya dari pihak ayah kandung

Hakim.

Menurut para ulama mazhab, seseorang bisa menjadi wali dengan

beberapa syarat sebagai berikut: *°

1.

2.

Laki-laki

Baligh

. Berakal

. Tidak dipaksa

Adil

. Tidak sedang ihram haji

Sedangkan syarat wali menurut pasal 20 KHI ayat (1), yaitu:

seseorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim,

akil, dan baligh.”'

2% Thid.

?! Abdurrahman, Kompilasi Hukum..., 118.
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Keberadaan wali dalam akad nikad merupakan rukun nikah yang
akan menentukan keabsahan suatu pernikahan, demikianlah menurut
kesepakatan ulama. Seorang perempuan yang akan menikah disyaratkan
harus ada wali, perkawinan tanpa adanya wali maka perkawinan tersebut
tidak sah atau batal”> Namun, perkawinan tidak selalu dapat
dilaksanakan dengan mulus, adakalanya ayah sebagai wali enggan atau
menolak menikahkan anaknya karena berbagai alasan, baik alasan yang
dibenarkan oleh syara’ maupun yang bertentangan dengan syara’.

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan
istilah adhal (enggan). Menurut para ulama, wali adhal adalah penolakan
wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah
baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika
perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan
dan masing-masing mempelai itu saling mencintai, maka penolakan
tersebut menurut syara’ dilarang.*

Apabila alasan yang dikemukakan wali yang menolak tersebut tidak
rasional, maka alasan itu dapat digunakan untuk menjadikan adhalnya
wali, sedangkan apabila alasan itu masuk akal maka wali tidak ditetapkan
sebagai wali adhal.

Seperti sebuah kasus yang terjadi di Kelurahan Airlangga

Kecamatan Gubeng Kota Surabaya terdapat wanita yang hamil di luar

? Wahbah al Zuhaili, A/-Figh al Islam..., 470.

2 bid.
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nikah. Dari awal ketika mengetahui wanita tersebut telah hamil, laki-laki
yang menghamili sudah memiliki iktikad baik untuk bertanggung jawab
dan menikahinya. Akan tetapi, pihak orang tua wanita tersebut menolak
untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili,
karena laki-laki tersebut berasal dari keluarga yang sederhana dan kurang
harmonis sehingga dipandang tidak sederajat dengan keluarga pihak
wanita. Selain itu, pihak orang tua wanita tersebut memandang laki-laki
yang menghamili anaknya itu tidak mempunyai masa depan yang bagus.

Adhalnya wali pihak perempuan tersebut adalah kasus yang jarang
terjadi karena pada umumnya ketika anak perempuannya hamil, orang tua
menuntut laki-laki yang menghamilinya untuk bertanggung jawab dan
segera menikahi anaknya.

Adhalnya wali terkait dengan perkawinan anak perempuannya
dengan laki-laki yang menghamili seperti dalam kasus di atas, akan
timbul kemafsadatan menyangkut nasab dan hak perdata anak yang
dikandungnya. Selain itu juga akan berdampak pada keadaan psikologis
anak perempuannya yang sedang hamil tersebut karena harus melahirkan
anaknya tanpa kehadiran seorang suami.

Perkawinan wanita hamil karena zina secara jelas telah diatur dalam
Al-Qur’an, Pendapat Ulama, Hadis dan Kompilasi Hukum Islam®*.
Terutama dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Surat An-Nur

membolehkan untuk menikahkan wanita hamil karena zina dengan laki-

24 Yahya bin Abdurrahman Al-Khathib, Ahkam..., 28.
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laki yang menghamilinya, sebab jika tidak dinikahkan akan muncul
kemafsadatan yang menyangkut nasab dan hak keperdataan anak yang
dikandungnya. Selain itu, kriteria kafa’ah orang tua wanita tersebut tidak
sesuai dengan kriteria kafa’ah dalam perkawinan menurut hukum Islam.

Wali pihak perempuan dalam kasus di atas bisa disebut dengan wali
adhal, yakni wali yang menolak menikahkan menikahkan anak
perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang
sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta
(kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing mempelai itu
saling mencintai, maka penolakan tersebut menurut syara’ dilarang.
Apalagi dalam kasus di atas, si perempuan sudah dalam keadaan hamil,
jika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili, maka akan
muncul mafsadah yang lebih besar.

Akan tetapi, bagaimana jika laki-laki yang menghamili sudah
memiliki iktikad baik untuk bertanggung jawab dan menikahi, namun
iktikad baiknya ditolak oleh orang tua pihak wanita yang telah
dihamilinya tersebut. Padahal jelas dalam Al-Qur’an, Pendapat Ulama,
Hadits dan Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita hamil bisa
dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, Jika
perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan
dan masing-masing mempelai itu saling mencintai, maka penolakan
tersebut menurut syara’ dilarang. Dalam kasus di atas, alasan adhalnya

wali adalah karena laki-laki yang menghamili dipandang tidak sederajat
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dengan keluarga pihak wanita karena berasal dari keluarga yang
sederhana dan kurang harmonis, hal ini sedikit menyimpang dari kriteria
katfa’ah perkawinan dalam Islam.

Berdasarkan permasalahan yang timbul akibat dari adhalnya wali
terkait perkawinan anak perempuannya dengan laki-laki yang
menghamili, maka penulis tertarik untuk meneliti adhalnya wali karena
calon suami yang menghamili dianggap tidak sekufu’.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis hendak melakukan
penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adhalnya
Wali Karena Calon Suami Yang Menghamili Dianggap Tidak Sekufu’ di
Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya” yang akan
membahas mengenai adhalnya wali karena calon suami yang menghamili
dianggap tidak sekufu’ dan bagaimana adhalnya wali tersebut dilihat dari

tinjauan hukum Islam.

. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi
masalah-masalah sebagai berikut:
1. Pengertian perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif
2. Perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam Al-Qur’an, Hadits, KHI
dan Pendapat Ulama
3. Adhalnya wali karena calon suami yang menghamili dianggap tidak

sekufu’ di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
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4. Dampak adhalnya wali karena calon suami yang menghamili dianggap
tidak sekufu’

5. Tinjauan hukum Islam terhadap adhalnya wali karena calon suami
yang menghamili dianggap tidak sekufu’ di Kelurahan Airlangga

Kecamatan Gubeng Kota Surabaya

C. Batasan Masalah
Mengingat beberapa masalah yang menjadi objek pembahasan
dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai
berikut:
1. Adhalnya wali karena calon suami yang menghamili dianggap tidak
sekufu’ di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
2. Tinjauan hukum Islam terhadap adhalnya wali karena calon suami
yang menghamili dianggap tidak sekufu’ di Kelurahan Airlangga

Kecamatan Gubeng Kota Surabaya

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan wuraian di atas, maka peneliti membuat rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kasus adhalnya wali karena calon suami yang menghamili
dianggap tidak sekufu’ di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng

Kota Surabaya?
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adhalnya wali karena calon
suami yang menghamili dianggap tidak sekufu” di Kelurahan

Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya?

E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau
penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.”’

1. Penelitian yang ditulis oleh Achmad Hidayat pada tahun 2018 dengan
judul “Tinjauan Hukum Islam Atas Kasus Penolakan Orang tua
Terhadap Pinangan Laki-laki Yang Menghamili Anaknya di Kelurahan
Krembangan Selatan Kota Surabaya”?® Latar belakang penolakan
perkawinan dalam penelitian ini karena laki-laki yang menghamili pada
awalnya berniat menggugurkan janin dan sering bersikap kasar pada
wanita tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan analisis penulis yang
menggunakan hukum islam yakni Al-Qur’an, Hadits, dan KHI,
membenarkan sikap penolakan orang tua terhadap pinangan laki-laki

yang menghamili.

» Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Pefunjuk Teknis
Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 8.

¢ Achmad Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Atas Kasus Penolakan Orang Tua Terhadap
Pinangan Laki-laki yang Menghamili Anaknya di Kelurahan Krembangan Selatan Kota
Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).
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2. Penelitian yang ditulis oleh Sholah Hazmi pada tahun 2017 dengan
judul “Analisis Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Perkawinan Bawah Tangan
(Studi Kasus Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota
Surabaya)”. *’ Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana
peraktik perkawinan bawah tangan di Kelurahan Ujung Kecamatan
Semampir Kota Surabaya, kemudian menganalis peraktik perkawinan
bawah tangan di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota
Surabaya menggunakan analisis sadd al-dhari’ah.

3. Penelitian yang ditulis oleh Eka Nor Hayati Yunia pada tahun 2015
dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan
Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Penolakan
Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Perkawinan Wanita Hamil di
Luar Nikah”.”® Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa majelis
hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan karena pihak yang
akan kawin belum cukup umur dan hanya mempertimbangkan
kemashlahatan pasangan yang akan menikah tanpa mempertimbangkan
kemashlahatan anak yang dikandung. Dalam hukum Islam, peneliti
menyimpulkan bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim
kurang tepat karena dalam Islam batas usia perkawinan tidak

ditentukan.

27 Sholah Hazmi, “Analisis Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Perkawinan Bawah Tangan (Studi
Kasus Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2017).

¥ Eka Nor Hayati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No.
0187/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada
Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).
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4. Penelitian yang ditulis oleh Meira Hikmawati pada tahun 2016 dengan
judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Wali Mujbir
Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina dengan Pria Yang Tidak
Mengahamili”.* Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wali mujbir
dengan menikahkan anak perempuannya yang hamil dengan laki-laki
yang tidak menghamili karena laki-laki yang menghamili berasal dari
keluarga yang kurang mampu, tidak sederajat dengan keluarga pihak
wanita. Namun, fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana
hukum tindakan wali mujbir yang menikahkan anak perempuannya
yang sedang hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya ditinjau
menggunakan hukum Islam.

5. Penelitian yang ditulis oleh Ilyas Syamhari pada tahun 2010 dengan
judul “Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa’ah Untuk
Menggunakan Hak Ijbar: studi pada masyarakat pesantren di
Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Madura™° Dalam penelitian
ini membahas Kkorelasi antara kafa’ah dengan hak ijbar wali pada
masyarakat pesantren di wilayah Kecamatan Labang Kabupaten
Bangkalan dengan menggunakan analisis hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis beranggapan bahwa penelitian

yang akan penulis lakukan memiliki kancah penelitian yang berbeda

* Meira Hikmawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Wali Mujbir Menikahkan
Wanita Hamil Karena Zina dengan Pria Yang Tidak Mengahamili” (Skripsi--UIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2015).

%% Tlyas Syamhari, “Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa ah Untuk Menggunakan Hak

Ijbar: studi pada masyarakat pesantren di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Madura”
(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).



18

dengan keempat kajian pustaka tersebut. Sebab fokus penelitian penulis
adalah mengkaji bagaimana adhalnya wali tersebut ditinjau menggunakan
hukum Islam yakni hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah serta
konsep kafa’ah perkawinan dalam Al-Qur’an, pendapat ulama, hadits,

KHI serta sadd al-dhari’ah.

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas,
penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui adhalnya wali karena calon suami yang menghamili
dianggap tidak sekufu’ di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng
Kota Surabaya.

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adhalnya wali karena calon
suami yang menghamili dianggap tidak sekufu’ di Kelurahan Airlangga

Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

. Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini ditinjau dari segi teoritis
dan praktis adalah sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam

masalah perwalian dan perkawinan wanita hamil di luar nikah.
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b. Guna menambah pengetahuan dan informasi dalam penemuan
hukum khususnya di bidang hukum keluarga Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi orang tua agar

bisa lebih mengawasi anak-anknya terutama dalam hal pergaulan
agar tidak sampai terjadi permasalahan serupa terjadi pada
anaknya.

b. Agar berguna bagi kehidupan sosial dan khususnya para remaja

apabila terjadi permasalahan serupa dalam kehidupannya.

H. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami pembahasan dalam penelitian ini, serta
untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap tulisan ini, maka
peneliti akan menjelaskan definisi operasional yang berkaitan dengan

penelitian ini.
1. Hukum Islam adalah tata aturan yang digali oleh para ulama dari
sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits, untuk
membimbing dan mengarahkan kehidupan umat Islam agar sesuai

31

dengan tuntunan Islam.” Yang saya maksud hukum Islam dalam

penelitian ini ialah Al-Qur’an, pendapat ulama, hadits mengenai

' Abd Shomad, Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia (Jakarta:
Kencana, 2010), 25.
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perkawinan wanita hamil di luar nikah dan konsep kafa’ah dalam
perkawinan, KHI, serta sadd al-dhari’ah.

2. Wali adhal adalah wali nasab yang tidak mau atau enggan menikahkan
wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki
pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan perkawinan
itu dilaksanakan.> Pada kasus di atas, alasan adhalnya wali untuk
menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili
ialah karena laki-laki tersebut berasal dari keluarga sederhana dan
kurang harmonis sehingga dipandang tidak sederajat dengan keluarga
wanita tersebut.

3. Kufu’ atau kafa’ah adalah sepadan, sebanding, seimbang, sederajat.
Dalam hukum Islam, kufu’ atau kafa’ah adalah keseimbangan dan
keserasian antara kedua calon pasangan. **

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan diatas,
maka penelitian dengan judul “Tinjavan Hukum Islam Terhadap
Adhalnya Wali Karena Calon Suami Yang Menghamili Dianggap
Tidak Sekufu’ (studi kasus di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng
Kota Surabaya)” terbatas pada pembahasan bagaimana hukum dari

adhalnya wali karena calon suami yang menghamili dianggap tidak

32 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, cet. ke-I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
1993), 1339.

¥ AW Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia T. erlengkap (Surabaya: Pustaka

Progresif, 1997), 1221.

3 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),
69.
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sekufu’ di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya

menggunakan tinjauan hukum Islam.

I. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Maka berikut ini akan dibahas mengenai data yang
dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan
data dan teknik analisis data:
1. Data yang Dikumpulkan
Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah tentang gambaran
umum mengenai Kelurahan Airlangga dan adhalnya wali karena calon
suami yang menghamili dianggap tidak sekufu’.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber darimana data akan diperoleh, misalnya
orang, dokumen, situasi dan kondisi.*®
a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh langsung
dari pihak yang terkait.’’ Dalam hal ini pihak yang terkait adalah
pihak yang bersangkutan (orang tua dan perempuan yang hamil

tersebut, serta tetangga dekat dari laki-laki yang menghamili).

*® Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 164.
%7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 182.
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b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber pustaka yang berisikan

informasi tentang bahan primer untuk menunjang sumber hukum

primer. 3

9

Data pendukung yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka

yang terkait dengan masalah yang diteliti diantaranya:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Yahya bin Abdurrahman Al-Khathib, Ahkam al-Mar’ah al-
Hamil, terj. Abu Firly Bassam Tauqy.

Wahbah al Zuhaili, A/-Figh al Islam wa Adillatuhu, Juz 9, terj.
Abdul Hayyic al Kattani.

Sad Ibrahim, Figh Islamiy.

Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, terj. Muhammad Thalib.

Husen Ibrahim, Figh Perbandingan Masalah Pernikahan.

Atigah Hamid, Figih Wanita.

Ghazali Mukri, Terjemahan. Panduan Fikih Perempuan, Karya
Yusuf Al Qardhawi.

Arif Jamaluddin, Hadis Hukum Keluarga.

Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madzab, ter;j.

Masykur.

10) Ibnu Mas’ud, Figih Madzab Syafi’i.

11) Abdulrahman Ghozali, Figih Munakahat: Kafa’ah dalam

Perkawinan.

% bid., 196.
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12) Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih
Nikah Lengkap.

13) Abd Rahman Ghazaly, Figh Munakahat Seri Buku Daras , Cet.
I/

14) Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Di Indonesia.

15) Iffah Muzammil, Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam
Islam).

16) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

17) Romli, Pengantar limu Figh.

18) Abd Rohman Dahlan, Ushul Figh.

19) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

20) Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini

adalah:

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang
mengasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang
lengkap.®

Dalam teknik dokumentasi, penulis menyelidiki benda tertulis

seperti buku-buku yang terkait dengan pembahasan skripsi ini,

*° Ibid., 178.
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majalah, dokumen, peraturan-peraturan seperti UU perkawinan
dan KHI, selain itu juga diperoleh data mengenai gambaran umum
Kelurahan Airlangga yang penulis kumpulkan dari petugas
kelurahan serta penduduk asli Kelurahan Airlangga. Dari hasil
pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh, penulis bisa
menyimpulkan bagaimana hukum Islam terhadap adhalnya wali
karena calon suami yang menghamili dianggap tidak sekufu’.
Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dua orang atau lebih
yang diarahkan pada masalah tertentu.*'

Proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan orang tua dan

wanita yang hamil serta tetangga dekat laki-laki yang menghamili.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi.** Setelah penulis mengumpulkan data
yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan

teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

“ Ibid., 191.

* Peter Mahmud Marzuki, Penelitian..., 205.
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Teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis dengan
menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta
aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah
kesimpulan sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang
konkrit. Dengan pola pikir deduktif yaitu metode berfikir yang
diawali dengan mengemukakan hal-hal yang umum untuk
menentukan hukum yang khusus.®

Dalam tahap ini, penulis akan memaparkan dan
menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang
bersifat umum tentang perkawinan, perwalian, kafa’ah kemudian
mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian
tentang adanya kasus adhalnya wali karena calon suami yang
menghamili dianggap tidak sekufu’ di Kelurahan Airlangga

Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

J. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai
berikut: Bab pertama yang memuat uraian tentang latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,

metode, penelitian, dan sistematika pembahasan.

“ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Sinar Grafika:
Jakarta, 2015), 18.
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Bab kedua berisi landasan teori tentang perkawinan, perwalian,
kafa’ah, dan sadd al-dhari’ah. Bab ini membahas tinjauan umum tentang
pengertian perkawinan, syarat dan rukunnya, pengertian, syarat dan
kedudukan wali, perkawinan wanita hamil karena zina, konsep kafa’ah
dalam perkawinan serta teori tentang sadd al-dhari’ah

Bab ketiga berisi hasil penelitian di lapangan tentang adhalnya wali
karena calon suami yang menghamili dianggap tidak sekufu’ di Kelurahan
Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, yang berisi sekilas tentang
profil Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, serta
deskripsi tentang adhalnya wali karena calon suami yang menghamili
dianggap tidak sekufu’.

Bab keempat berisi tinjauan hukum Islam terhadap adhalnya wali
karena calon suami yang menghamili dianggap tidak sekufu’ di Kelurahan
Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, PERWALIAN, KAFA’AHDAN
SADD AL-DHARI’AH

A. Pengertian Perkawinan, Syarat dan Rukunnya.
1. Pengertian Perkawinan
Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum
berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan
maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah
berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada
makhluk yang paling sempurna, yakni manusia'. Sebagaimana dalam

firman Allah SWT :

09585 oS00 s gy Wlle oo A8 0y

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya
kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. al-Dzariyat: 49).”

Pengertian secara bahasa berasal dari kata nikah ( = -z59)

yang berarti berkumpul atau bergabung. Dalam kata lain, pernikahan

kerap disebut juga dengan perkawinan. Perkawinan menurut bahasa

bermula dari kata kawin, ialah berkumpul dan bercampur. Menurut

istilah syara’ (hukum Islam) perkawinan, adalah suatu akad (ijab dan

" Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), 6.

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bekasi: Bagas Segara,
2012), 522.
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gabul) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan
yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukan nikah, menurut
syari’at yang ditentukan oleh islam. Secara etimologis perkawinan
dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj Kata zawaj
dimaksudkan kepada perkawinan, sehingga Allah SWT menjadikan
manusia berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan
mengharamkan zina.

Menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah ialah suatu akad yang
dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan
wanita.’ Sedangkan ulama madzab Hanafi mendefinisikan dengan
akad yang yang memberikan faedah untuk menghalalkan
dilakukannya hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan selama tidak ada halangan syara’. Sedangkan Abu
Zahrah mengemukakan bahwa definisi nikah ialah akad yang
menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan
seorang perempuan, saling tolong menolong, antara keduanya serta
menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Menurut madzab
Maliki, nikah ialah sebuah ungkapan bagi suatu akad yang
dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual)

4
semata-mata.

3 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 2.

* Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Press, 2014), 6.
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Adapun menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan ialah ikatan
lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. °

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perkawinan
menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat
atau mitsaaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.”

Allah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk berkasih
sayang dan untuk mendapatkan ketentraman antara seorang laki-laki
dan wanita. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

g 385 18 gang ) 1 il (AT 1 10 5l Tl g
SRR

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Ruum : 21).”

Perkawinan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan
bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian

hidupnya, setelah masing-masing berpasangan siap melakukan

> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
¢ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 114.
" Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahan..., 406.
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peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT :

ST

Wb 835 g e Glag 50 8 3 (Sl ol 53 5T 20 sk
G5 28le S8 AT 8. plas¥Tg ey O fled 0T AT 1,455 s 18 s,
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya
Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama
lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisa : 1)®
Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya,
yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan seksual
secara anarki dan tidak ada aturan. Demi menjaga kehormatan dan
martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan
martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan
diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan
upacara ijab gabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai dan
dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan pasangan tersebut
saling terikat.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
perkawinan ialah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan guna menghalalkan hubungan seksual antara keduanya

dan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan

warahmabh.

¥ Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahan..., 77.
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2. Rukun Perkawinan
Rukun perkawinan ialah segala hal yang harus terwujud dalam
suatu perkawinan. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada

lima, yaitu: °

a. Adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
yang akan menikah

b. Adanya wali nikah dari pihak calon mempelai perempuan. Akad
nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang
akan menikahkannya.

c. Adanya dua orang saksi nikah. Pelaksanaan akad nikah akan sah
apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah
tersebut.

d. Sighat akad nikah, yakni ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau
wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-
laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat.

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:'°

a. Wali dari pihak perempuan
b. Mahar (maskawin)
c. Calon pengantin laki-laki

d. Calon pengantin prempuan

® Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),
10.

9 1bid,, 11.
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e. Sighat akad nikah
Imam syafi’i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam,

yaitu: H

a. Calon pengantin laki-laki,

b. Calon pengantin prempuan,

c. Wali,

d. Dua orang saksi,

e. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab qabul
saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon
pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun
nikah itu ada 4, yaitu: 2
a. Sighat (ijab dan gabul),

b. Calon pengantin perempuan,
c. Calon pengantin laki-laki,
d. Wali dari pihak calon penganti prempuan.
3. Syarat Perkawinan
a. Syarat material yang berlaku umum
Syarat-syarat perkawinan yang tergolong dalam kelompok
syarat materil sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut: 13

" Ibid.

12 .
Ibid., 12.
3 Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan..., 27.
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1) Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan
harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Pasal 17 ayat
(1) KHI menyatakan sebelum berlangsungnya perkawinan,
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menyatakan terlebih dahulu
persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Apabila
perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang mempelai maka
perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

2) Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan
usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan 16
tahun untuk calon mempelai wanita. Kedewasaan untuk
menikah pada dasarnya adalah keadaan seseorang yang
dipandang telah cukup matang usia, secara fisik, psikis, mental
dan financia. Agama Islam tidak pernah menentukan pada usia
berapa seesorang dipandang telah cukup matang untuk
menikah. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk menjaga
keadaan dimana kesiapan bilogis setiap orang tidak sama.
Syekh Muhammad Rasyid Ridla memaknai lafadz nikah,
sebagai seseorang yang telah sampai pada usia yang menjadikan
dirinya siap untuk melangsungkan perkawinan, yakni telah
ihtilam. Namun demikian dalam haditsnya, Rasulullah
menganjurkan menikah bagi yang telah memiliki kemampuan.
Disebutkan “wahai para pemuda siapa yang telah memiliki

kemampuan untuk menikah maka kawinlah, karena
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sesungguhnya menikah itu dapat menahan diri dari pandangan
mata dan menjaga syahwat.”

3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain

4) Bagi wanita yang putus perkawinannya maka berlaku waktu

tunggu.

. Syarat materil yang berlaku khusus

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu dan
meliputi beberapa hal sebagai berikut:'*
1) Tidak melanggar larangan perkawinan
2) ljin kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21
tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal dunia, ijin
dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup, bila tidak ada,
dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas

atau bisa ijin dari pengadilan.

. Syarat formil dalam perkawinan'’

Pada mulanya syari’at Islam baik Al-Qur’an maupun as-
Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan
perkawinan. Namun, tuntutan perkembangan dengan berbagai
pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia

mengaturnya sebagaimana dalam pembahasan dibawah ini.

" bid.
> Ibid., 30.
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Pencatatan perkawinan merupakan upaya yang diatur oleh
perundang-undangan guna mewujudkan ketertiban perkawinan
dalam masyarakat, melindungi martabat dan kesucian ikatan
perkawinan, terlebih lagi memberi jaminan perlindungan hukum
terhadap perempuan dan anak.

Melalui kutipan akta nikah yang diperolehnya seorang suami
dan istri dapat membuktikan telah terjadinya perkawinan atas
keduanya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya,
maka pihak pasangannya dapat mengajukan upaya hukum berupa
gugatan hak-haknya yang telah diingkari tersebut.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974
menjelaskan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud pencatatan nikah adalah pendaftaran
kehendak nikah yang disampaikan kepada pegawai pencatat nikah
Kantor Urusan Agama (KUA).

d. Ijab dan kabul perkawinan'®
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua

kata tersebut

'¢ Iffah Muzammil, Figh Munakahat (Tangerang: Tira Smart, 2019), 20.
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4) Orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau
umroh
5) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang
yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai
wanita, dan dua orang saksi.
e. Wali dalam perkawinan'’
1) Laki-laki
2) Dewasa
3) Mempunyai hak perwalian
4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
f. Saksi dalam akad nikah'®
1) Minimal dua orang laki-laki
2) Hadir dalam ijab qabul
3) Dapat mengerti maksud akad
4) Islam

5) Dewasa

B. Pengertian, Syarat, dan Kedudukan Wali
1. Pengertian Wali
Istilah “wali” dalam pengertian umum adalah seseorang yang
karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas

nama orang lain.

Y Ibid., 22.
8 1bid., 23.
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Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas
nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah yang
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh
mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan
oleh walinya."

2. Syarat Wali

Oleh karena keberadaan wali nikah merupakan rukun yang
menentukan keabsahan perkawinan, maka haruslah dipenuhi beberapa
syarat seorang wali nikah. Menurut para ulama mazhab seseorang bisa
menjadi wali dengan beberapa syarat sebagai berikut: >

a. Laki-laki
b. Baligh
c. Berakal
d. Tidak dipaksa
e. Adil
f. Tidak sedang ihram haji
Sedangkan syarat wali menurut pasal 20 KHI ayat (1), yaitu:

seseorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni
muslim, akil, dan baligh.2 !
3. Kedudukan Wali
Keberadaan wali dalam akad nikad merupakan rukun nikah

yang akan menentukan keabsahan suatu pernikahan, demikianlah

% Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan..., 29.
20 .

Ibid.
2 Abdurrahman, Kompilasi Hukum..., 118.
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menurut kesepakatan ulama. Allah SWT berfirman dalam firman

Allah SWT:

i 5o 18] Basl o aSs of gaulass 6 2l f A0 STed 22 135
K0S e e T sl AL 2 1K 06 5y Ja»y s syall

O }f».u./: ‘}1 rlij \ ja T
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa
iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah
terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah : 232)*

Ayat tersebut turun berkenaan dengan Ma’qil bin Yasar ketika
ia bersumpah tidak akan menikahkan saudara perempuannya dengan
laki-laki yang telah menceraikannya. Seandainya wanita itu
menjalani akad nikah dengan dirinya sendiri tanpa wali, tentu
Rasulullah tidak melarang Ma’qil yang menghalangi pernikahan

saudara perempuannya itu.

“Muhammad Bin Qudamah bin A'yan telah menceritakan
kepada kami, Abu 'Ubaidah Al Haddad telah menceritakan
kepada kami dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu
Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda: "Tidak ada
(tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." Abu Daud berkata:

** Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan..., 37.
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Yunus meriwayatkan dari Abu Burdah, sedangkan Israil
meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah.””

Hadis diatas menjelaskan bahwa ketika islam datang, maka tata
cara pernikahan tersebut dihapuskan, dan Rasulullah SAW
memberikan tuntunan pernikahan dalam islam salah satunya adalah
dengan hadis 7a nikaha illa biwaliyyin bahwa tidak sah sebuah
pernikahan tanpa adanya seorang wali.**

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah semua wanita
yang akan menikah harus ada wali atau tidak, berikut ini
penjelasannya: >
a. Jumhur ulama, termasuk di dalamnya Sa’id bin Musayyib, Hasan

Al-Bashri, Abdullah bin Abdul Aziz, dan Imam Syafi’i. Mereka
semua berpendapat bahwa perkawinan tanpa adanya wali
dianggap tidak sah.

b. Imam Malik berpendapat bahwa jika yang akan menikah adalah
orang yang biasa-biasa saja, bukan termasuk orang yang
mempunyai kedudukan, maka tidak apa-apa ia menikah tanpa
wali, akan tetapi jika ia seorang yang berkedudukan, maka ketika
menikah harus dengan adanya wali.

c. Abu Hanifah berpendapat bahwa wali bukanlah hal yang baku

dalam nikah, akan tetapi seseorang juga dibolehkan menikahkan

23 Adil Abdul Maujud, Al- ‘Ankihah Al-Fasidah (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), 50.
?* Arif Jamaluddin, Hadis Hukum Keluarga (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 49.

> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), 96.
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dirinya sendiri tanpa harus ada wali, dengan syarat ia seorang yang
kufu’ yaitu sudah baligh dan berakal.

Mengenai kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah
tidak dijelaskan secara jelas dalam UU perkawinan. Ia hanya sebatas
memberikan izin dan izinnya merupakan syarat sah untuk
melaksanakan perkawinan bagi orang yang dibawah perwaliannya.
Oleh karena itu, tentang kedudukan wali dalam perkawinan merujuk
pada hukum Islam. Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di
Indonesia ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pendapat tentang wali sebagai syarat keabsahan pernikahan ini
diakui oleh Pasal 19 KHI yang menyatakan, “Wali nikah dalam
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.?

4. Jenis-jenis Wali
Dilihat dari segi kewenangannya, wali nikah dibagi menjadi dua
yaitu: 27
a. Wali mujbir
Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan wanita
perawan, baik wanita tersebut masih kecil atau sudah besar tanpa

meminta persetujuan terlebih dahulu kepada wanita yang akan

dinikahkan tersebut. Wali mujbir sendiri ialah ayah dan kakek.

2 Abdurrahman, Kompilasi Hukum..., 118.
7 Atiqah Hamid, Figih Wanita (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 92.
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Tanda persetujuan menerima perkawinan dengan cara diam jika
masih perawan, sedangkan bila sudah janda, maka persetujuannya
adalah dengan lisannya. Hal ini didasarkan pada hadits berikut:

-
}GT

}W/}jiﬂjb%éjwwy‘

“Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya.

Sedangkan, perawan dinikahkan oleh walinya.” (HR.

Daruquthni).28

Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali mujbir
salah satunya ialah wanita yang kehilangan keperawanannya baik
karena sakit, dipukul, terjatuh atau berzina. Ulama Madzhab
Maliki menetapkan bahwa wanita tersebut termasuk dalam
wewenang wali mujbir. Berbeda dengan jumhur ulama yang
menyatakan bahwa seorang wanita yang telah kehilangan
keperawanannya tidak boleh dipaksa menikah karena status
mereka disamakan dengan wanita yang sudah tidak bersuami lagi.
Menurut Ulama Madzab Syafi’i, wanita yang hilang
keperawanannya dengan jalan zina hukumnya sama seperti
janda.”
&5 3o Wkl ’**T‘fw‘j\;wu e Lo 8 J3s 8 e 3 5k
B e s s K

“Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:
Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan

?® Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Bulughul Maram, Jilid 2, terj.
Muhammad Rasikh (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 730.

* Husen Ibrahim, Figh Perbandingan Masalah Pernikahan (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), 85.
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kepada gadis perawan diminta persetujuannya, dan
persetujuannya adalah diam.” (HR. Abi Dawud)™

Hadist di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan
nikah baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas
pernikahannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan
nikah lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam

pernikahan itu. *'

. Wali mukhayyir

Wali mukhayyir adalah semua wali, termasuk ayah dan
kakek bagi wanita janda. Wali ini harus meminta persetujuan
wanita tersebut ketika memilihkan calon suami atau mas kawin
untuknya. Apabila janda tersebut masih kecil (belum akil baligh),
maka walinya mesti menunggu sampai ia baligh.*

Sedangkan pembagian wali menurut garis keturunan dan
sebab lainnya, para ulama memunculkan banyak jenis wali, baik
yang berhubungan dengan nasab/garis keturunan ataupun sebab
lainnya. Wali tersebut diantaranya adalah:™
1) Wali nasab
2) Wali karena membeli hamba sahaya
3) Wali karena memerdekakan hamba sahaya

4) Wali karena wasiat

** Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam...., 730.

31 Ghazali

Mukri, Terjemahan Panduan Fikih Perempuan, Karya Yusuf Al-Qardhawi

(Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), 126.
%2 Atigah Hamid, Figih..., 93.

3 bid.
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5) Wali karena perjanjian tertentu
6) Wali hakim
7) Wali muhakkam
Dari sekian banyak macam-macam wali di atas, yang biasa
dijadikan sebagai pedoman ialah wali nasab, wali hakim, dan
muhakkam. Wali nasab memiliki arti seorang laki-laki yang
beragama islam dan memiliki hubungan darah dengan calon
mempelai wanita dari pihak ayah, bukan dari pihak ibu.
Sedangkan, wali hakim ialah pejabat yang ditunjuk oleh
pemerintah (menteri agama) untuk bertindak sebagai wali nikah
bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Adapun
wali muhakkam ialah apabila wali nasab tidak bisa menjadi wali
dikarenakan tidak memenuhi syarat ataupun menolak menikahkan,
dan wali hakim pun tidak dapat berbuat apa-apa sebagai wali
nasab dengan berbagai macam sebab. **
Sedangkan macam-macam wali nikah menurut Pasal 20 KHI
terdiri dari:>
a. Walinasab
Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki drai calon
mempelai perempuan yang mempunyai darah patrilinial

dengan calon mempelai perempuan.

3* Ibid.

3 Abdurrahman, Kompilasi Hukum..., 118.
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Wali hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang
berwenang dalam bidang perkawinan. Calon mempelai
perempuan dapat menggunakan wali hakim baik melalui
prosedur di Pengadilan Agama. Perwalian nasab dapat
berpindah kepada perwalian hakim dikarenakan:*®
1) Tidak terdapat wali nasab (ghaib)

2) Wali nasab bepergian jauh tidak memberikan kuasa kepada
wali yang lebih dekat yang ada.

3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya

4) Wali nasab sedang haji atau umrah

5) Wali nasab bertindak sebagai wali adhal.

Ada beberapa sebab yang menjadikan perpindahan hak
perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab
disepakati oleh para fuqgaha. Pindahnya hak perwalian dari
wali nasab baik wali agrab ke wali ab’ad ataupun ke wali
hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali
nasab tidak memenuhi syarat perwalian, dalam hal ini para
fugaha sependapat. Adapun perpindahan karena sebab lain
masih terjadi perbedaan pendapat para fuqaha. Perpindahan

wali ini disebabkan antara lain karena:’’

3 Sayyuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia (Jakarta: Ul-Press, 2007), 57.

7 bid., 58.
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a. Ghaibnya wali nasab

Dalam hal ini, hanafi berpendapat bahwa perwalian
pindah kepada urutan selanjutnya. Menurut mereka ghaib
yang jauh tidak diukur dengan masafah qashar shalat yang
biasa disebut dalam fikih dua marhalah yaitu sejauh
perjalanan unta sehari semalam dan apabila suatu saat wali
nasab datang, ia tidak dapat membatalkan perkawinan
karena keghaibannya sama dengan ketiadaannya demikian
juga Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat

bahwa perwalian pindah ke hakim.

b. Wali adhal
1) Pengertian wali adhal

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang
harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak
untuk menikahkannya, demikian juga wali berhak
melarang perempuan kawin dengan laki-laki apabila
ada sebab yang diterima oleh syara’. Wali adhal ini
digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk
kepada perkara yang diajukan oleh seorang pengantin
wanita yang ingin menikah dengan menggunakan
wali hakim karena keengganan atau penolakan wali

nasabnya.
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Menurut para wulama, wali adhal adalah
penolakan  wali  untuk  menikahkan  anak
perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan
laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika
perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya)
untuk dinikahkan dan masing-masing mempelai itu
saling mencintai, maka penolakan tersebut menurut
syara’ dilarang.™®

2) Pandangan Islam terhadap wali adhal

Apabila seorang perempuan telah meminta
kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang
laki-laki dan walinya keberatan dengan tidak ada
alasan, maka hakim berhak menikahkannya dan
setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut
keberatannya itu. Jadi, Namun jika wali tetap adhal
tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka
perwalian langsung pindah kepada hakim bukan
kepada wali ab’ad, dengan melalui prosedur di
Pengadilan Agama hingga dikeluarkan penetapan
oleh hakim bahwa wali tersebut adhal dan hakim

berhak menikahkannya. Tapi jika penolakannya

*® Wahbah al Zuhaili, A/-Figh al Islam wa Adillatubu, Juz 9, terj. Abdul Hayyic al Kattani
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 470.
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dikarenakan kepada alasan yang masuk akal, seperti

maharnya kurang dari mahar misil atau tidak sekufu’,

maka perwaliannya masih berada di tangan wali
nasab dan tidak berpindah kepada wali hakim.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

Laslsil o2 O L liaasit alat 3 s 1l
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu
habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para
wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan
bakal suaminya.” (Q.S Al-Baqarah : 232)*

3) Wali adhal dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia
Peraturan mengenai wali adhal dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

khususnya peraturan yang mengatur tentang
penetapan wali adhal telah diatur dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI). Selain itu, permasalahan wali

adhal mengacu pada hukum Islam dengan

menggunakan ayat Al-Qur’an dan Hadits sebagai
dasar hukum.
Wali adhal yang dipaparkan dalam Pasal 23

KHI bahwa:*

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai
wali nikah apabila wali nasab tidak ada

3 Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahan..., 37
40 Abdurrahman, Kompilasi Hukum...., 119.
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atau tidak mungkin menghadirkannya atau
tidak diketahui tempat tinggalnya atau
adhal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka

wali hakim baru dapat bertindak sebagai
wali nikah setelah putusan Pengadilan
Agama

C. Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menikah dengan
wanita hamil karena zina. Pendapat mereka dapat digolongkon dalam tiga
kategori:*'

Pendapat pertama, ulama yang menyatakan bahwa tidak haram bagi
wanita hamil karena zina menikah pada masa iddahnya, baik dia hamil
atau tidak karena perbuatannya tersebut. Alasannya adalah karena wanita
yang hamil di luar nikah bukan termasuk golongan wanita yang haram
untuk dinikahi.

Mereka juga berpendapat, karena akad nikah yang dilakukan itu
hukumnya adalah sah, maka wanita yang dinikahi tersebut halal untuk
disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Begitu dia menikah maka
suaminya halal menggauli saat itu juga. Atau bila dia menahan diri untuk
tidak menikah, maka lelaki (yang berzina dengannya) atau orang lain
boleh membuat kesepakatan dengannya ketika itu, baik dia sedang hamil

atau tidak. Ini adalah pendapat madzhab Syafi’iyah.

* Yahya bin Abdurrahman Al-Khathib, Ahkam al-Mar’ah al-Hamil, terj. Abu Firly Bassam
Tauqy (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2009), 25.
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Pendapat kedua, bila wanita pezina tersebut tidak hamil, maka sah
baginya melakukan akad. Baik dengan laki-laki yang berzina dengannya
atau selainnya dan wanita tersebut tidak perlu melakukan perjanjian
apapun. Pendapat ini disepakati oleh madzhab Hanafiyah.*' Jadi, bila laki-
laki yang berzina dengannya menikahinya, maka saat itu halal
menggaulinya menurut pendapat ulama Hanafiyah. Bila setelah
perkawinan itu terlahir seorang anak minimal enam bulan kemudian,
maka anak tersebut dinisbatkan sebagai anaknya. Sedangkan jika
kelahirannya terjadi sebelum waktu enam bulan usia perkawinannya,
maka anak tersebut tidak otomatis dihubungkan nasabnya dengan lelaki
yang menikahinya. ** Akan tetapi, bila yang menikahi adalah laki-laki
yang bukan menghamilinya, maka terjadi perbedaaan pendapat di
kalangan ulama Hanafiyah, yaitu:*

Pertama, Abu Hanifah dan Muhammad asy-Syaibani berpendapat
bahwa hukum menikahinya adalah sah, hanya saja wanita itu tidak boleh
disetubuhi sebelum melahirkan.

Alasan sahnya untuk dinikahi karena wanita tersebut bukan
termasuk wanita yang haram dinikahi, seperti alasan pembolehan nikah
bagi sesama pezina dan alasan mengapa tidak boleh disetubuhi sebelum
melahirkan adalah karena benih (air sperma) yang dihasilkan dari

perzinahan itu tidak memiliki nilai kehormatan dibandingkan dengan

* Ibid., 26.

*? Iffah Muzammil, Figh..., 78.
** Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madzab, terj. Masykur (Jakarta: Lentera, 2001),

400.
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benih yang dikeluarkan dari persetubuhan dalam ikatan perkawinan yang
sah.

Kedua, Abu Yusuf dan Zufar berpendapat bahwa hukumnya tidak
sah menikahi wanita yang hamil akibat zina oleh lelaki yang bukan
menghamili karena keadaan ‘“hamil” itu menyebabkan terlarangnya
persetubuhan sampai melahirkan. Dengan demikian terlarang pula akad
nikah antara seorang laki-laki dengan wanita hamil itu.

Pendapat ketiga, wanita pezina tidak boleh dinikahi dan tetap harus
menunggu masa iddahnya dari perzinahan tersebut dengan kewajiban
memberi pernyataan bila dia hamil dan harus ditunggu sampai
melahirkan. Pandangan ini adalah pendapat Rubi’ah, ats-Tsauri, al-
Auza’i, dan Ishaq yang termasuk dalam madzab Hanabilah.**

Para sahabat yang diwakili oleh Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, Ibnu
Abbas, dan Jabir sepakat bahwa wanita yang berzina tidak haram
dinikahi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Abu Bakar pernah berkata,
“Apabila seorang lelaki berzina dengan seorang wanita maka tidak haram
bagi lelaki tersebut menikahi wanita itu.”*

Sehubungan dengan hal itu, ternyata ada sahabat yang mengatakan
hal yang berbeda. Bahkan diantara mereka ada yang meriwayatkan hadits
martu’ (sampai kepada Rasullah SAW) diantaranya sebagaimana

diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

* Husen Ibrahim, Figh Perbandingan..., 95.
* Yahya bin Abdurrahman Al-Khathib, Ahkam al-Mar’ah..., 28.
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- <

“Seorang pezina harus dihukum cambuk, dia tidak boleh menikah

kecuali dengan sesama pezina.”*

Ibnu Hajar mengatakan bahwa perawi hadits tersebut kuat.
Pandangan ini umumnya berangkat dari persepsi lahir dari ayat tentang
zina tersebut yang di dalamnya disebutkan bahwa tidak halal bagi wanita
baik-baik menikah dengan seorang laki-laki yang secara jelas telah
melakukan perzinahan. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita yang
terbukti telah melakukan zina, haram hukumnya menikah dengan laki-laki

yang baik-baik.*’ Pendapat ini berangkat dari firman Allah SWT:

~a\
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“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan
yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang
berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau
laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-
orang yang mukmin.” (Q.S An- Nur : 3)*

Adapun hukum perkawinan dalam keadaan hamil diatur dalam Pasal
53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut:*

(1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan
pria yang menghamilinya..

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1)
dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran
anaknya.

*® Wahbah al Zuhaili, A/-Figh al Islam..., 380.

7 Yahya bin Abdurrahman Al-Khathib, Ahkam al-Mar’ah..., 28.

* Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahan..., 350.

4 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 125.
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(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,
tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung
lahir.

D. Kafa’ah Dalam Perkawinan
1. Pengertian Kafa’ah

Secara Etimologi (bahasa) kafa’ah berasal dari ( & — &)
yaitu yang berarti sama atau setara. Jadi kafa’ah atau sekufu artinya
sepadan,sebanding, seimbang dan sederajat.”® Perihal sebanding atau
sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan
dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya. Artinya sah atau
pernikahan tidak tergantung pada kafa’ah ini. Pernikahan tetap sah
menurut hukum walaupun tidak sekufu’ antara suami istri

Sayyid Sabiqg mengemukakan dalam buku Figh Sunnahnya
bahwa yang dimaksud dengan kufu’ dalam hukum perkawinan Islam
ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding laki-laki sebanding
dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam
tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan.”'

Sedangkan pengertian kufu’ atau kafa’ah menurut hukum Islam
adalah keseimbangan dan keserasian antara kedua calon pasangan
(suami dan istri) yaitu sebanding dalam kedudukan, sama dalam

tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan, sehingga disini

* AW. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka
Progresif, 1997), 1221.

*! Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 7, terj. Muhammad Thalib (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987),
30.
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masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan
perkawinan.

Kafa’ah itu sendiri merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu
figh dan hal ini biasanya berlaku dalam perkawinan. Sedangkan
maksud kafa’ah dalam perkawinan adalah keserasian antara calon
suami dan istri, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak
keberatan terhadap perkawinan itu.’’ Dalam sebuah riwayat At

Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasullah saw, bersabda:

~
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“Dari Abu Hurairah, beliau berkata: “Rasulullah SAW
bersabda:’> Apabila ada orang yang baik agamanya dan
akhlaknya meminang kepada anak perempuan semua maka
kawinilah. Ia kepadanya, jika kalian tidak melaksanakannya,
niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang
sangat luas.” >
Dalam hadits ini, ditunjukan kepada para wali agar mereka
mengawinkan anak perempuannya kepada laki-laki peminangnya
yang beragama, amanah dan berakhlak. Jika mereka tidak mau
mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi lebih
memilih laki-laki yang tinggi keturunanya, kedudukan dan harta,

berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya

bagi perempuan-perempuan tersebut.

*2 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Te entang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),
69.

>3 Abi Isa Muhammad bin Tsa bin Saurah, a/ Jami as Shahih Sunnan At-Tirmidzi, Juz 111 (Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyah,t.t), 395
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Dari beberapa pengertian kafa’ah diatas maka bisa dibuat
kesimpulan secara umum bahwa kafa’ah adalah keserasian atau
kesetaraan antara calon suami dengan calon istrinya yang akan
melangsungkan perkawinan dari semua aspek baik itu aspek agama,
kekayaan, pendidikan, status sosial atau juga dari aspek kecantikanya.

Kufu’ berarti ‘setingkat’ atau ‘sederajat’,’* yaitu seorang pria
dengan seorang wanita setingkat atau sederajat dalam hal agama,
merdeka atau hamba sahaya, kekayaan, pendidikan, dan lain-lain.

Kufu’ dalam pengertian di atas tidak menjadi syarat suatu
perkawinan, tetapi tidak salah bila seorang ayah atau yang
bersangkutan mempertimbangkan hal tersebut dalam penentuan
menantu atau suami atau istri, terkecuali yang menyangkut soal
agama dan akhlak. Artinya, suatu perkawinan hanya dianggap sah
apabila sama-sama Islam (atau wanita Ahlul-Kitab) dan tidak pantas
seorang muslim yang taat dan baik menikah dengan orang yang jahat
dan banyak dosa. >

Adapun yang menyangkut hal-hal kekayaan, status sosial,
kebangsaan, dan lain-lain, dalam ajaran Islam tidak menunjukkan
kemuliaan, keagungan seseorang sehingga tidak menentukan
keabsahan suatu perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam

Al-Qur’an:

** Ibnu Mas’ud, Figih Madzab Syafi’i, cet. 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 261.
>> Miftah Faridl, /50 Masalah Nikah & Keluarga (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 139.
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“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal.” *° (Q.S Al-Hujurat : 13)

2. Kedudukan Kafa’ah Dalam Perkawinan

Ibnu Hazm berpendapat kafa’ah tidak penting dalam sebuah
perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang
Islam yang lainya adalah sama (sekufu’). Semua orang Islam asalkan
dia tidak pernah berzina maka ia berhak kawin dengan semua wanita
muslimah yang tidak pernah berzina.”’

Begitu juga dengan al-Hasan al-Basri, as-Sauri, dan al-Karhi
berpendapat bahwa kafa’ah, bukanlah faktor penting dalam
perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim
perkawinan. Menurut mereka, ketidak sekufu’calon suami dan calon
isteri tidak menjadi penghalang kelangsungan perkawinan tersebut.

Sedangkan jumhur fuqaha, diantaranya adalah ulama empat
madzab berpendapat bahwa kafa’ah sangat penting dalam perkawinan

meskipun kafa’ah bukan syarat sah suatu perkawinan dan hanya

% Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahan..., 517.
*” Sayyid Sabiq, Figih Sunnah..., 37.
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merupakan syarat lazim suatu perkawinan.”®
Mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang
suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada kekufu’an antara
keduanya kafa’ah diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-
laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi
akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki berderajat rendah.
Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa terhina bila ia menikah
dengan perempuan yang berderajat lebih rendah darinya.
Namun dikalangan ulama Hanafiyah terdapat perbedaan
pendapat tentang kedudukan kafa’ah dalam perkawianan. Mereka
mengatakan bahwa kafa’ah merupakan syarat lazim sebuah
perkawinan. Tetapi menurut ulama Hanafiyah muta’akhirin, kafa’ah
menjadi syarat sah dalam kondisi-kondisi tertentu yaitu: >
a. Apabila seseorang wanita baligh berakal menikahkan dirinya
sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu’ atau dalam
perkawinan itu terdapat unsur penipuan, maka dalam hal ini wali
dari kelompok ashabah seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak
menyetujui perkawinan sebelum terjadi akad.

b. Apabila seorang wanita yang tidak cakap hukum, seperti orang
gila atau anak masih kecil, dinikahkan oleh walinya selain ayah

atau kakeknya dengan orang yang tidak setara (sekufu’), maka

% Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 141 .
*® Sad Ibrahim, Figh Islamiy (Surabaya: Hikmah Press, 2017), 81.
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perkawinannya itu fasid karena tindakan seorang wali harus
memberikan kemaslahatan bagi anaknya, menikahkan perempuan
itu dengan orang yang tidak sekufu’ dipandang tidak memberikan
kemaslahatan bagi anaknya.

c. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang pilihanya selalu
buruk, menikahkan anak perempuan yang belum atau tidak cakap
bertindak hukum dengan seorang yang tidak sekufu’ atau
mengandung unsur tipuan, maka perkawinanya menjadi batal.
Begitu halnya jika dia dalam keadaan mabuk atau tidak sadar, lalu
dia menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak
sekufu’, karena timbulnya pilihan yang buruk maka tidak
memberikan kemaslahatan bagi anaknya.

3. Dasar Hukum Kafa’ah
Kata’ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri,
tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa’ah
adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena perkawinan yang tidak
seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan,
dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh

karena itu, boleh dibatalkan. 60

Dengan demikian kafa’ah hukumnya adalah dianjurkan,
seperti dalam hadits Abu Hurairah yang dijadikan dasar tentang

kafa’ah, yaitu:

% Abdulrahman Ghozali, Figih Munakahat: Kafa’ah dalam Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2010),
96-97.
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“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah
menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah berkata:
telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnta
dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau
bersabda: “Nikahilah perempuan karena empat perkara: pertama
karena hartanya, kedua karena derajatnya (nasab), ketiga karena
kecantikannya, keempat agamanya, maka pilihlah karena

agamanya, maka terpenuhilah semua kebutuhanmu.” '

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa
jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan maka ia
harus memperhatikan empat perkara yaitu, hartanya, derajatnya
(nasab), kecantikan dan agamanya, namun Nabi SAW sangat
menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam
memilih pasangan.

4. Kriteria Kafa’ah

Kriteria kafa’ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran
adalah sikap yang baik dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan,
kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang sholeh meskipun
berasal dari keturunan yang rendah berhak menikah dengan
perempuan yang derajatnya tinggi. Laki-laki yang berasal dari

keturunan dan derajat yang tinggi berhak menikah dengan perempuan

yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi pula. Begitu pula

*! Al-Bukhari, Ensiklopedia Hadits:Shahih al-Bukhari 1, terj. Masyhar Suhadi (Jakarta: Almahira,
2011), 56.
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laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak menikah dengan perempuan
yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat
bertanggungjawab serta menjauhkan diri dari meminta-minta serta
tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut
pembatalan.®
Adapun macam-macam kafa’ah menurut para ulama dapat
digolongkan menjadi berikut ini.®
a. Agama
Dalam hukum perkawinan Islam, para ulama mempunyai
prespektif tersendiri tentang konsep agama, seperti terjaganya
seorang dari perbuatan keji serta tetap konsisten dalam
menegakkan hukum-hukum agama. Agama dalam hal ini
dimaksudkan sebagai ketidakfasikan. Dalam hal ini ulama sepakat
bahwa seorang laki-laki yang fasiq tidak sekufu’ dengan

perempuan yang shalihah. Rasulullah SAW. bersabda :
i 40 03 e iSO A J3lg J6 2 J6 ,J
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“Dari Abi Hatim al-Muzni ia berkata : Rasulullah SAW.
Bersabda : “Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan
akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak
berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas
bumi”, sahabatnya bertanya, ”ya Rasulullah, apabila di atas
bumi diteruskan fitnah dan kerusakan ? ”jawab beliau, “Jika
datang kepada kamu laki-laki yang agama dan akhlaknya

%2 Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakahat..., 98.
® Ibnu Mas’ud, Figih Madzab Syafi’i..., 264.



60

kamu sukai, hendaknya kawinkan ia.” (Jawaban Rasulullah
ini diulang sebanyak 3kali)®*

Hadist di atas ditujukan kepada para wali agar menikahkan
perempuan yang diwakilinya dengan laki-laki yang beragama dan
berakhlak yang baik. Bila mereka tidak mau menikahkan dengan
laki-laki yang demikian, maka akan menimbulkan fitnah dan
kerusakan bagi perempuan tersebut dan walinya.

Seorang laki-laki muslim yang sholeh sekufu’ dengan
perempuan yang sholeha. Sebaliknya laki-laki muslim yang sholeh
tidak sekufu’ dengan seseorang yang fasiq. Sebagaimana dalam
firman Allah SWT :

S935ag Ve Bl 08 a8 Gaps 18 2 8
“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-
orang yang fasik? Mereka tidak sama.” (Q.S As-Sajdah :

18)%

b. Nasab

Jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah)
selain Malikiyah berpendapat bahwa nasab merupakan salah satu
hal yang paling penting dan masuk dalam kafa’ah karena ada
beberapa alasan mendasar yang mengilhami mereka, seperti

banyaknya orang Islam, khususnya orang muslim arab yang

sangat fanatik dalam menjaga keturunan dan golongan mereka.

* Tirmidzi, Al-Jami’ As-Sahih, Juz 3..., 395.
6 Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahan..., 416.
% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 48.
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Alasan mereka memasukkan nasab dalam kafa’ah berdasarkan

hadits Nabi SAW. :

i
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“Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW.
Bersabda : “Orang arab satu dengan lainnya sekufu’. Satu
kabilah sekufu’ dengan kabilah yang sama, satu kelompok
sekufu’ dengan kampung yag sama, antara sesama laki-laki
diantara sekufu’ kecuali tukang jahit atau bekam.” (HR.
Baihaqi)®’

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa orang arab
sepadan dengan orang arab, orang arab tidak sekufu’ dengan
selain orang arab, kabilah yang satu sekufu’ dengan kabilahnya,
bekas budak sekufu’ dengan bekas budak. Jadi seseorang yang
dianggap sekufu’ jika ia dari golongan yang sama.

Menurut ulama Hanafiyah, nasab (keturunan) dalam
kafa’ah hanya dikhususkan pada orang-orang arab. Dengan
demikian suami dengan isteri harus sama kabilahnya. Jika
seorang suami dari bangsa Quraisy, maka nasabnya sebanding
dengan perempuan yang berasal dari bangsa Quraisy. Dari sini
diketahui bahwa laki-laki selain bangsa arab tidak sebanding
dengan perempuan Quraisy dan perempuan arab. Orang arab
yang bukan dari kabilah Quraisy tidak sebanding dengan

perempuan Quraisy.

Adapun menurut ulama Syafi’iyah, orang arab sebanding

%’ Al-Baihaqi, As-Sunnah As-Syaqy, Juz 2..., 22.
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dengan Quraisy lainnya kecuali dari Bani Hasyim dan Muthalib
karena tidak ada orang Quraisy yang sebanding dengan mereka
(Bani Hasyim dan Bani Muthalib). Dan yang menjadi
pertimbangan dalam hal nasab adalah bapak. Sedangkan ulama
Hanafiyah berpendapat bahwa golongan Quraisy sebanding
dengan Bani Hasyim. Golongan Malikiyah berpendapat seperti
yang dijelaskan dalam kitab "A/-Figh Islam Wa Adillatuhu”™
bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara satu golongan
dengan dengan golongan yang lain, bagi orang arab maupun non-
arab yang terpenting bagi golongan Malikiyah adalah keimanan
dan ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT.®
c. Merdeka

Yang dimaksud merdeka di sini adalah bukan budak
(hamba sahaya). Jumhur ulama selain Malikiyah memasukkan
merdeka dalam kafa’ah berdasarkan Al-Qur’an surat an-Nahl

ayat 75:
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“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba
sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap
sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik
dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu
secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah
mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi
kebanyakan mereka tiada mengetahui.”®

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan...., 49.
* Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahan..., 275.
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Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seorang budak
dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu pun
termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya
kecuali atas perintah tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas
melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya Tanpa
menunggu perintah dari siapapun.

Jadi, budak laki-laki tidak kufu’ dengan perempuan
merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu’
dengan perempuan yang merdeka sejak asalnya.

d. Harta

Harta di sini dimaksudkan, sebagian madzab Hanafi
menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu
bulan. Sebagian ulama lainnya berpendapat cukup sekedar
mencari rezeki untuknya. Madzab Hanafi dan Hanbali
mensyaratkan kemampuan sebagai unsur kafa’ah.”® Karena Nabi
bersabda dalam hadis riwayat Fatimah binti Qais yang telah

disebutkan

a8 301 Jud et

“Kedudukan seseorang itu menurut hartanya dan

kemuliaan itu tergantung ketaqwaaanya.”71

7% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., 54.
" Tbn Qudamah, A/-Mugni (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah), 377.
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Sedangkan madhab Syafi’i dan madhab Maliki
berpendapat, kemakmuran tidak masuk dalam kriteria kafa’ah
karena harta merupakan sesuatu yang dapat hilang. Dan tidak
menjadi kebanggan bagi orang yang memiliki nama baik dan
penglihatan yang jauh.

e. Pekerjaan

Yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh
seseorang untuk mendapatkan rizekinya dan penghidupannya
termasuk diantaranya adalah pekerjaan di pemerintah.

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya
terhormat tidak sekufu’ dengan laki-laki yang pekerjaanya
kasar. Tetapi  kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan
tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap
ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat
atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat.
Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat,
kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu
tempat dan masa yang lain.”

f.  Terbebas dari cacat
Cacat di sini ialah yang membolehkan memilih dalam

pernikahan maka tidaklah sekufu’ pernikahan yang berpenyakit

kusta atau balak dengan orang yang sehat badannya. Orang yang

72 Ibnu Mas’ud, Figih Madzhab..., 270.
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berpenyakit TBC, syphilis dan lain-lain tidaklah sekufu’
menikah dengan orang yang berbadan sehat. Dan para fuqaha
yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat,
mereka akan menganggap keselamatan dari cacat merupakan

termasuk dalam lingkup kafa’ah.

E. Sadd al-Dhari’ah
1. Pengertian Sadd al-Dhari’ah

Secara etimologi, sadd al-dhari’ah terdiri dari dua unsur Kkata,
yaitu sadd yang berarti menutup atau menyumbat, sedangkan kata a/-
al-dhari’ahberarti jalan atau al-wasilah yaitu penghubung yang
menghubungkan kepada sesuatu baik sifatnya positif maupun negatif.

Adapun secara terminologi, yang dimaksud dengan sadd al-
dhari’ahialah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa
membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain,
segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana, keadaan dan
perilaku yang mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah
diubah atau dilarang.”

Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat
terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya menjual anggur adalah
mubah (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal untuk

dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan

7 Romli, Pengantar l[lmu Ushul Figh (Depok: Kencana, 2017), 222.
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mengolahnya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan
tersebut terlarang, karena akan menimbulkan mafsadah. Larangan
tersebut untuk mencegah agar orang tidak membuat minuman keras
dan agar orang terhindar dari meminum minuman yang memabukkan,
di mana keduanya merupakan mafsadah.”

2. Kehujjahan Sadd al-Dhari’ah

Umumnya jumhur ulama berpendapat bahwa sadd al-
dhari’ah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Ulama
dari kalangan Maliki, Hanabilah, menyatakan bahwa sadd al-dhari’ah
dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum
syard. Demikian juga dengan ulama dari kalangan Hanafi,
Syafiiyah dan sebagian syi'ah, bahwa sadd al-dhari’ah dapat
dijadikan dalil hukum dalam masalah-masalah tertentu saja dan
menolak untuk kasus-kasus lainnya.”

Dengan kata lain, kalangan ulama yang disebut terakhir ini
menggunakan sadd al-dhari’ah untuk masalah tertentu saja.
Kemudian para ulama juga berbeda pendapat antara kualitas sadd a/-
dhari’ah, antara lain: "

a. Jika perbuatan perantara yang asalnya dibolehkan berdampak

pada kemafsadatan secara gat’7, maka ulama sepakat untuk

7* Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh (Jakarta: Amzah, 2010), 236.
73 Romli, Pengantar Ilmu..., 223.

7® Asrorun Ni'am Sholeh, Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan
Prinsip Pencegahan dalam Fatwa (Jakarta: Emir, t.t.), 37.



melarang  perbuatan tersebut agar peluang terjadinya
kemafsadatan terturup, terlepas dari apappun konsep yang
dijadikan sebagai landasan.

. Jika perbuatan perantara tersebut berdampak pada kemasadatan
secara nadir (jarang), maka ulama sepakat untuk tidak
melarang perbuatan tesebut

. Jika perbuatan perantara tersebut berdampak pada kemafsadatan
secara zhanni, maka ulama berbeda pendapat dalam
menyikapinya. Ulama Syafiiah dan Hanafiyyah secara umum
tidak melarang perbuatan tersebut, sementara ulama Malikyyah

dan Hanabilah melarangya sebagai bentuk sadd al-dhari’ah
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Titik perbedaan ulama dalam berhujjah dengan sadd al-

dhari’ah digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Perbedaan Ulama dalam Berhujjah dengan Sadd al-Dhari’ah

Kondisi Kualitas Pendapat Ulama
Mafsadat Qat i (pasti) Disepakati harus
dihindari
Mafsadat Nadir (jarang) Disepakati boleh
Mafsadat Danni (dugaan) Ada yang menyatakan

menyatakan kembali
asal.

harus dihindari, ada yang

ke




3. Macam-macam Sadd al-Dhari’ah
Ada dua macam pembagian sadd al-dhari’ah yang dikemukakan
oleh ulama ushul figh, antara lain:"’
a. Kualitas kemafsadatannya

1) Perbuatan yang dilakukan membawa kepada kemafsadatan
secara pasti (gat’i) misalnya seseorang yang menggali sumur di
depan pintu seseorang pada malam hari dan pemilikrumah tidak
mengetahuinya. Bentuk kemafsadatan ini dapat dipastikan yaitu
terjatuhnya pemilik rumah ke dalam sumur.

2) Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan , karena jarang
membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menggali sumur di
tempat yang tidak memberi mudarat. Perbuatan itu tetap pada
hukum asalnya (boleh), karena yang dilarang keras itu perbuatan
yang membawa kepada kemafsadatan.

3) Perbuatan yang dilakukan besar kemungkinan besar membawa
kepada kemafsadatan. Misalnya menjual anggur kepada
produsen minuman keras.

4) Perbuatan pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung
kemashlahatan, tetapi kemungkinan juga mengandung

kemafsadatan.

77 Nasroen Harun, Ushul Figh 1 (Jakarta: Logos, 1996), 162.
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Pembagian sadd al-dhari’ah berdasarkan kualitas kemafsadatan

menurut Imam Asy Syathibi.

Tabel 2.2
Pembagian Sadd al-Dhari’ah Berdasarkan Kualitas Kemafsadatan

Kualitas Derajat Hukum
Kemafsadatan
Qat’i (pasti) Paling kuat Harus dihindari
Ghalib (umumnya) Kuat Dihindari (sekalipun

terdapat khilafiyyah)

Katsir (sering) Sedang Khilafiyyah
Nadir (jarang terjadi) Paling lemah Tidak dianggap

b. Jenis kemafsadatan
1) Perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti
minum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk.
2) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan, tetapi
dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram,

baik sengaja atau tidak.



BAB III

KASUS ADHALNYA WALI KARENA CALON SUAMI YANG

MENGHAMILI DIANGGAP TIDAK SEKUFU’

A. Gambaran Umum Kelurahan Airlangga

1.

Geografis dan Demografis

Secara geografis, kota Surabaya merupakan dataran rendah
dengan ketinggian rata-rata antara 3-6 meter dpl, tapi ada beberapa
daerah yang tingginya 25-50 meter dpl. Secara astronomis terletak
diantara 07°09’-07°21° Lintang Selatan dan 112°36’-112°54 Bujur
Timur.

Kelurahan Airlangga termasuk dalam wilayah Surabaya Timur.
Wilayahnya sangat strategis dan kawasan gubeng yaitu stasiun kereta
api, PDAM Surabaya, Universitas Unair kampus B, taman kebun bibit
dan terminal bratang. Daerah ini terlihat padat pendudunya dan
ramai. Kawasan daerah ini dikelilingi oleh kali dan pasar gubeng.
Data Monografi Kelurahan Airlangga, dengan luas Kelurahan

Airlangga adalah 168,8 HA, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kelurahan Pacar Keling
Selah selatan : Kelurahan Kertajaya
Sebelah barat : Kelurahan Gubeng
Sebelah timur : Kelurahan Mojo
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Dari Data Sensus Penduduk Kelurahan Airlangga pada tahun

2010-2015 berjumlah 28.473 jiwa. Agar lebih jelas akan penulis

gambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Airlangga Menurut Kelahiran,
Kematian, Penduduk Datang dan Pindah Berdasarkan Jenis

Kelamin
NO Jenis Laki-laki Perempuan

1. Jumlah Penduduk Kecamatan 14.130 14.343
Gubeng

2. Jumlah Kelahiran dan 1.378 1.125

Kematian

3. | Jumlah Penduduk Datang dan 3.083 3.241

Pindah

Sumber data : Arsip wilayah Surabaya Timur Kelurahan Airlangga
Tahun 2010-2015

2. Pendidikan

Pendidikan adalah setiap wusaha,

pengaruh, perlindungan,

bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak

itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan

tugas hidupnya sendiri. Sarana kedua untuk mencari ilmu dalam

memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani untuk membutuk akhlak dan

pribadi yang baik. Dalam ilmu pendidikan ada tingkat (jenjang) terdiri

5 (lima ) yaitu TK, SD,SMP,SMA, Kuliah S1-S3. Di kelurahan

Airlangga terdapat sarana pendidikan seperti yang ada dalam tabel di

bawah ini.




72

Tabel 3.2
Sarana Pendidikan yang Terdapat di Kelurahan Airlangga
Berdasarkan Jumlah Tempat
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. Kelompok Bermain 1 gedung
2. TK 4 gedung
3. SD 6 gedung

3. Agama

Kemudian setelah pendidikan tak lepas dari yang namanya
“agama’. Agama adalah sebuah koleksi teorganisir dari kepercayaan,
sistem budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia
dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Mayoritas penduduk di
Kelurahan Airlangga beragama Islam. Nuansa Islam di Kelurahan
Arlangga sangatlah harmonis karena kerukunan antara satu dengan
lainnya.

Agama yang dianut oleh penduduk di Kelurahan Airlangga
antara lain, Islam, Kristen, dan Hindu. Dalam hal kerukunan
beragama, masyarakat di Kelurahan Airlangga ini menjalankan
agamanya masing-masing sebagai berikut:

a. Kegiatan TPQ di tiap masjid setiap sore hari

b. Setiap hari raya idul fitri, diadakan syukuran makan bersama di
masjid sekaligus silaturrahmi antar warga

c. Jama’ah pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu di tiap wilayah

Kelurahan Airlangga diadakan setiap satu bulan sekali
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d. Bagi non muslim menjalankan ibadahnya dan memperingati hari
rayanya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan keimanan dalam agama, terdapat

10 masjid di wilayah Kelurahan Airlangga. Sedangkan jumlah

keseluruhan masjid di Kecamatan Gubeng berjumlah 40 (empat puluh)

buah masjid. Adapun sarana beribadah yang terletak di Kelurahan

Airlangga sebagai berikut dalam tabel:

No Sarana Ibadah Jumlah
1. | Masjid 10
2. | Gereja -

Sosial dan Ekonomi

Mata pencaharian penduduk di wilayah Kelurahan Airlangga
mayoritas pedagang, guru, karyawan swasta, PNS dan wiraswasta.
Mayoritas masyarakatnya memiliki jiwa kerja keras yang tinggi,
sehingga dalam hal ekonomi penduduk di wilayah Kelurahan
Airlangga rata-rata berkecukupan. Kerukunan dan rasa saling tolong-
menolong antara satu sama lain masih terjaga di wilayah ini. Fasilitas
transportasi di wilayah ini terbilang baik dengan harga terjangkau dan
mudah ditemui. Seperti, kereta api, becak, angkutan umum, dan lain-
lain. Bahkan wilayah Kelurahan Airlangga ini sangat dekat dengan
Stasiun Gubeng yang merupakan stasiun terbesar cukup besar di Jawa

Timur.
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Wilayah Kelurahan Airlangga ini bisa dibilang wilayah yang
cukup padat penduduk, wilayahnya dikelilingi oleh pasar, kali,
stasiun. Sebagian lingkungannya agamis namun sebagian lagi terlalu
bebas. Hal positif dalam kegiatan sosial di daerah ini sebagai berikut:
a. Setiap hari kemerdekaan mengadakan acara syukuran sekampung
b. Mengadakan kerja bakti di tiap lingkungan setiap sebulan sekali
c. Mengadakan arisan bagi ibu-ibu rumah tangga di setiap RT nya

tiap 2 minggu sekali.

B. Profil Pasangan (Wanita yang Hamil dan Laki-laki yang Menghamili)
1. Biodata Wanita yang Hamil
Nama : Desy Suci

Tempat, tanggal lahir : 21 Februari 1998

Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan |-

2. Biodata Laki-laki yang Menghamili

Nama : Moh. Amin
Tempat, tanggal lahir : 12 Maret 1994
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : Swasta
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C. Deskripsi Kasus Adhalnya Wali

Kasus mengenai adhalnya wali karena calon suami yang menghamili
dianggap tidak sekufu’ ini terjadi di Kelurahan Airlangga Kecamatan
Gubeng Kota Surabaya. Kasus ini berawal dari hubungan S (nama
samaran wanita yang hamil) dan A (nama samaran laki-laki yang
menghamili), mereka berdua sudah menjalin hubungan selama kurang
lebih 1 tahun sejak mereka duduk di bangku SMA. Kedua orang tua dari S
dan A sama-sama mengetahui jika anak mereka berdua menjalin
hubungan.

Keluarga dari S dikenal sebagai keluarga yang mampu secara
perekonomian. Sedangkan si A berasal dari kalangan keluarga yang biasa.
Kedua orang tua si A sudah lama bercerai, faktor ekonomi lah penyebab
utama perceraian tersebut. Karena keadaan kedua orang tua A yang sudah
bercerai, membuat A kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang
dari kedua orang tua terutama ibunya, karena sejak bercerai, ia tinggal
bersama ayahnya. Ayahnya pun sehari-hari sibuk mencari nafkah,
sehingga si A dan saudaranya tidak pernah mendapatkan pengawasan dari
ayahnya. '

Setelah cukup lama menjalin hubungan, mereka berpacaran sampai
melebihi batas. Karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kedua

orang tuanya, A dan S berpacaran sampai melebihi batas hingga akhirnya

'Y (Tetangga Laki-laki yang Menghamili), Wawancara, Surabaya, 28 Desember 2019.
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mereka melakukan perbuatan yang sangat dilarang agama Islam yakni
perzinahan, yang mengakibatkan S hamil di luar nikah.

Pada awalnya si S tidak berani berterus terang kepada orang tuanya
bahwa ia sedang hamil. Namun lambat laun kedua orang tua S
mengetahui jika anaknya sedang hamil dan kedua orang tuanya sangat
marah ketika mengetahuinya. Setelah itu, S menemui si A untuk meminta
pertanggungjawaban. Akhirnya tanpa berpikir panjang, A siap untuk
bertanggungjawab dan bersedia untuk menikahi S. Beberapa hari
kemudian, A beserta ayahnya mendatangi kediaman orang tua S untuk
bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Orang tua A
mengatakan bahwa anaknya bersedia untuk menikahi S dan bertanggung
jawab atas kehamilannya.

Setelah 5 bulan kemudian, anak yang dikandung oleh S lahir
berjenis kelamin laki-laki. Setelah anaknya berumur 6 bulan, anaknya
divonis sakit gangguan pada ginjalnya yang membuatnya harus rutin
periksa ke dokter. Dengan kondisi anaknya yang demikian, membuat S
semakin sedih karena tidak ada sosok suami yang bisa menemaninya
dalam merawat sang buah hati.

Namun, kedua orang tua S menolak iktikad baik A dan kedua orang
tuanya untuk bertanggungjawab atas kehamilan S. Kemudian, A dan
orang tuanya berusaha meyakinkan orang tua S bahwa jika nanti menikah

A berusaha untuk bisa mencukupi kebutuhan S dan calon anaknya kelak.

* S (Wanita yang Hamil), Wawancara, Surabaya, 03 Januari 2020.
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Namun, kedua orang tua S tetap bersiteguh untuk tidak menikahkan

anaknya dengan laki-laki yang telah menghamili anaknya tersebut.

D. Alasan Adhalnya Wali
Alasan kedua orang tua si S (wanita yang hamil) menolak iktikad
baik si A (laki-laki yang menghamili) untuk bertanggung jawab dan

menikahi anak perempuannya yakni: 3

1. Orang tua si S sudah kecewa dengan si A karena tidak bisa menjaga
anaknya dengan baik. Dengan si A menghamilinya, orang tua wanita
yang hamil tersebut beranggapan bahwa si A sudah merusak masa
depan anaknya dan tidak mampu menjaga anak perempuannya dengan
baik.

2. Karena latar belakang keluarga A (laki-laki yang menghamili) berasal
dari keluarga yang sederhana dan tidak harmonis, orang tua si S
(wanita yang hamil) ingin jika anaknya menikah nanti dengan laki-
laki yang sederajat dengan keluarganya. Keluarga si A (laki-laki yang
menghamili) merupakan keluarga yang pas-pasan secara ekonomi
bahkan kedua orang tua si A sudah bercerai ketika si A masih duduk
di bangku SMP. Alasan utama kedua orang tuanya bercerai yakni
karena faktor perekonomian membuat kedua orang tuanya menjadi
tidak harmonis.* Sedangkan keluarga si S (wanita yang hamil) dikenal

sebagai keluarga yang mampu secara ekonomi. Orang tua si S

> AS (Wali yang Adhal), Wawancara, Surabaya, 03 Januari 2020.
*Y (Tetangga Laki-laki yang Menghamili), Wawancara, Surabaya, 28 Desember 2019.
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berkeinginan jika anaknya menikah, bisa mendapakan laki-laki yang
berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi sehingga bisa

dipandang sederajat dengan keluarganya.

E. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Adhalnya Wali

Disini penulis akan membagi menjadi dua faktor, yang pertama

faktor yang menyebabkan si A dan S terjerumus ke dalam perbuatan zina,

yakni:

I.

Disfungsi orang tua dalam mendidik anak dan membentuk
kepribadian anak yang baik. Hal ini menyebabkan anak memiliki
perilaku yang menyimpang.

Faktor sosial budaya yang mengakibatkan adanya perubahan nilai-
nilai sosial dan penerapan masyarakat modernisasi terutama
perubahan cara pendidikan anak dan remaja di keluarga yaitu orang
tua memberi banyak kelonggaran dan terlalu membebaskan anaknya
dalam mencoba berbagai hal baru tanpa pengawasan orang tua.

Orang tua si A yang sudah bercerai membuat A kurang
mendapat pengawasan yang lebih dari orang tuanya, apalagi saat ini si
A tinggal bersama ayah dan saudaranya, ayahnya sibuk bekerja tiap
hari sehingga luput mengawasi pergaulan anaknya. Itu yang membuat
si A memiliki pergaulan yang bebas hingga menjalin hubungan dengan

wanita sampai melampaui batas.
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Begitu sebaliknya dengan orang tua S (wanita yang hamil),
yang juga kurang dalam mengawasi pergaulan dan memberikan
kebebasan kepada anaknya sehingga anaknya bisa sampai hamil di

luar nikah.

. Faktor agama, perlunya penerapan agama untuk manusia sehingga

mereka mempunyai kemampuan untuk menjaga dirinya dan hidupnya
dalam perilaku penyimpangan yang terjadi pada zaman sekarang.

Yang kedua, terkait faktor yang melatarbelakangi adhalnya wali

dalam kasus diatas, yakni:

I.

Faktor sosial, perilaku orang jaman sekarang banyak orang tua yang
menginginkan anaknya menikah dengan laki-laki yang kaya dan
memiliki kedudukan yang terhormat, jika menikahkan anaknya
dengan seseorang yang tidak memiliki kedudukan terhormat, orang
tua akan merasa gengsi dan malu. Seperti halnya orang tua S
mempunyai prinsip jika anaknya menikah harus dengan laki-laki yang
sederajat dengan keluarganya dan berasal dari keluarga yang harmonis
juga.

Faktor Ekonomi, perpedaan ekonomi antar golongan masyarakat
seringkali menimbulkan kesenjangan. Perbedaan latar belakang
perekonomian keluarga antara keluarga wanita yang hamil dengan
laki-laki yang menghamili membuat orang tua pihak wanita tidak mau

menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut.
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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADHALNYA WALI KARENA
CALON SUAMI YANG MENGHAMILI DIANGGAP TIDAK SEKUFU’

A. Tinjauan Terhadap Adhalnya Wali Karena Calon Suami Yang Menghamili
Dianggap Tidak Sekufu’

Hasil penelitian di lapangan berdasarkan kronologinya adalah S
berasal dari keluarga yang dipandang memiliki latar belakang baik dan
berasal dari keluarga mampu secara ekonomi. Sedangkan, keluarga A
berasal dari keluarga kalangan biasa dan kurang harmonis. Kedua orang tua
A sudah lama bercerai sejak ia masih duduk dibangku SMP. Sejak saat itu
pula, A kurang mendapatkan kasih sayang dan pengawasan dari orang
tuanya, terutama ibunya karena sejak kedua orang tuanya cerai, A tinggal
bersama ayah dan dua orang saudaranya. Masalah perekonomian yang
menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga kedua orang tuanya. Ketika
kelas 3 SMA, A dan S bertemu. Layaknya gaya hidup muda mudi di SMA
adalah masa cinta putih abu-abu yang hanya melampiaskan cintanya kepada
lawan jenis tanpa ada kejelasan dalam tujuan yang sakral yakni perkawinan.
Mereka hanya ingin bersenang-senang dan melakukan hubungan yang
dilarang oleh agama Islam yakni pacaran.

Hubungan A dan S terjalin sampai mereka setelah lulus SMA.
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Setelah terjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun lamanya, akhirnya
terjadi kehamilan di luar nikah. Pada awalnya S tidak berani untuk berterus
terang kepada orang tuanya bahwa ia sedang hamil. Namun lambat laun
kedua orang tua S mengetahui jika anaknya sedang hamil dan kedua orang
tuanya sangat marah ketika mengetahuinya. Setelah itu, S menemui A
untuk meminta pertanggungjawaban. Akhirnya tanpa berpikir panjang, A
siap untuk bertanggungjawab dan bersedia untuk menikahi S. Namun
iktikad baik A ditolak oleh kedua orang tua S.

Di sini penulis menganalisis mengenai kasus ini bahwa pertama,
kedua orang tua S tidak bersedia menikahkan anak perempuannya dengan
laki-laki yang tidak sederajat dengan keluarganya. Tidak dapat dipungkiri
di zaman sekarang ini sederajat atau sebanding menjadi kriteria pertama
dalam mencari jodoh. Kedua, permasalahannya S sudah dalam keadaan
hamil. Sikap yang diambil oleh kedua orang tua S dengan tidak menikahkan
anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili, sangat tidak
memikirkan bagaimana psikologis anak perempuannya jika harus
melahirkan tanpa kehadiran seorang suami, dan juga mengenai nasab dan
hak keperdataan anak yang dikandungnya juga tidak diakui di depan

hukum, karena anak tersebut lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adhalnya Wali Karena Calon Suami Yang
Menghamili Dianggap Tidak Sekufu’

Kasus penolakan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua seperti
kasus di atas tergolong hal yang jarang terjadi, karena pada umumnya
begitu mengetahui anak perempuannya hamil di luar nikah, orang tua
menuntut laki-laki yang menghamili untuk bertanggung jawab dengan cara
menikahinya.

Pertama, penulis akan menganalis kasus di atas terkait perkawinan
wanita hamil diluar nikah menurut hukum Islam. Perkawinan dalam keadaan
hamil jelas mengurangi kesakralan sebuah perkawinan, karena perkawinan
dilakukan untuk menutupi aib bagi wanita yang hamil di luar nikah. Mayoritas
ulama membolehkan menikahkan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki
yang menghamili. Para sahabat yang diwakili oleh Abu Bakar, Umar, Ibnu
Umar, Ibnu Abbas, dan Jabir sepakat bahwa wanita yang berzina tidak haram
dinikahi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Abu Bakar pernah berkata,
“Apabila seorang lelaki berzina dengan seorang wanita maka tidak haram bagi
lelaki tersebut menikahi wanita itu. ' Para pengikut madzab Maliki, Syafi’i,
dan Hanafi berpendapat bahwa pezina laki-laki boleh menikahi pezina wanita

dan begitupun sebaliknya. Menurut mereka, zina tidak membatalkan sahnya

akad nikah. 2

' Yahya bin Abdurrahman Al-Khathib, Ahkam al-Mar’ah al-Hamil, terj. Abu Firly Bassam Tauqy
(Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2009), 28.

* Mohamed Osma El-Khosht, Figh Wanita: Dari Klasik sampai Modern, terj. Abu Ihmadillaha
(Solo: Tinta Medina, 2015), 172.
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Di Indonesia sendiri membolehkan untuk menikahkan wanita hamil di
luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini secara jelas diatur
dalam KHI pasal 53 yang menyebutkan bahwa seorang perempuan yang hamil
di luar nikah bisa dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili dan
perkawinannya dilakukan tanpa menunggu kelahiran anaknya.’

Jika dalam Al-Qur’an, pendapat ulama, hadis, dan KHI di atas
membolehkan seorang laki-laki yang menghamili mengawini perempuan yang
telah dihamili. Sehingga ketika ada wanita yang hamil di luar nikah, maka
laki-laki yang menghamilinya bisa menikahinya. Itu artinya, seorang pezina
tidak boleh menikah kecuali dengan sesama pezina, artinya wanita yang
hamil di luar nikah wajib dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
Hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam sebuah hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Seorang pezina harus dihukum cambuk, dia tidak boleh menikah

kecuali dengan sesama pezina.™

Pandangan ini umumnya berangkat dari persepsi lahirnya ayat tentang
zina yang tercantum dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 3 di mana dalam
ayat tersebut menyatakan bahwa tidak halal bagi wanita baik-baik menikah

dengan seorang laki-laki yang secara jelas telah melakukan perzinahan.

? Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 125.

* Wahbah al Zuhaili, A/-Figh al Islam wa Adillatuhu, Juz 9, terj. Abdul Hayyic al Kattani
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 380.
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Begitu pula sebaliknya, seorang wanita yang terbukti telah melakukan zina,
haram hukumnya menikah dengan laki-laki yang baik-baik.’

Jadi, ketika mengetahui anak perempuannya hamil di luar nikah,
seharusnya orang tuanya langsung menikahkan dengan laki-laki yang
menghamili untuk menghindari mafsadah yang lebih besar yang akan timbul
jika tidak dinikahkan. Selain itu, mayoritas ulama sepakat untuk
membolehkan menikahi wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang
menghamili, karena wanita tersebut bukan termasuk golongan wanita yang
haram untuk dinikahi.

Jadi, setelah melihat apa yang tercantum dalam Al-Qur’an, Pendapat
Ulama, Hadis, dan KHI terkait perkawinan wanita hamil di luar nikah,
peneliti menyimpulkan bahwa sikap adhalnya wali dalam kasus di atas tidak
tepat karena seharusnya mereka menikahkan anak perempuannya dengan
laki-laki yang menghamili.

Selanjutnya, peneliti menganalis alasan adhalnya wali dalam kasus di
atas. Alasan adhalnya wali dalam kasus di atas yakni karena calon suami
yang menghamili dianggap tidak sekufu’ dengan keluarga wanita yang
hamil. Laki-laki yang menghamili berasal dari keluarga sederhana dan
kurang harmonis. Sehingga dipandang tidak sederajat dan sebanding dengan
keluarga wanita yang hamil. Dalam hukum perkawinan sendiri, setara atau
sebanding biasa disebut sebagai kafa’ah. Zaman sekarang, banyak orang tua

yang menginginkan anaknya menikah dengan laki-laki yang kaya dan

3 Ibid.
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memiliki kedudukan yang terhormat. Seperti orang tua wanita yang hamil
dalam kasus di atas yang tidak mau mengawinkan anak perempuannya
dengan laki-laki yang berasal dari keluarga sederhana, padahal jelas-jelas
laki-laki tersebut sudah menghamili anaknya.

Menurut peneliti, kriteria kafa’ah orang tua dalam kasus di atas dalam
mencari pasangan hidup bagi anak perempuannya kurang tepat. Meskipun
tidak dapat dipungkiri di zaman sekarang ini sederajat atau sebanding dalam
hal ekonomi menjadi kriteria pertama dalam mencari jodoh, namun
hendaknya orang tua tetap melihat bagaimana agama, akhlak dari laki-laki
yang akan menikahi anak perempuannya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah

SAW bersabda :

-
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“Dari Abu Hurairah, beliau berkata: “Rasulullah SAW bersabda:’’
Apabila ada orang yang baik agamanya dan akhlaknya meminang
kepada anak perempuan semua maka kawinilah. Ia kepadanya, jika

kalian tidak melaksanakannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka
bumi dan kerusakan yang sangat luas.” ¢
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Dalam hadits di atas dapat kita pahami bahwa agar para wali
mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang beragama, amanah
dan berakhlak, bukan derajat sosial atau kekayaan lah yang dijadikan tolak
ukur kafa’ah dalam hadits tersebut. Dalam kasus di atas, laki-laki yang

menghamili berasal dari keluarga yang sederhana dan tidak harmonis,

® Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, a/ Jami as Shahih Sunnan At-Tirmidzi Juz 111 (Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyah,t.t), 395.
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menurut orang tua wanita yang hamil tidak sebanding dengan keluarga
wanita tersebut. Menurut peneliti hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk
menolak adanya perkawinan yang harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan
yang tercantum Pasal 61 KHI yang berbunyi, ‘tidak sekufu’ tidak dapat
dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekutfu’ karena
perbedaan agama”’ Jadi menurut pasal tersebut tidak sekufu’ dalam hal
perbedaan agama saja yang bisa dijadikan alasan untuk menolak atau
mencegah perkawinan.

Ada beberapa macam kriteria kafa’ah menurut para ulama, yakni
agama, nasab, merderka, harta dan terbebas dari cacat. Dari beberapa kriteria
kafa’ah menurut para ulama tersebut, dalam hal agama dan nasab, laki-laki
yang menghamili bisa dikatakan sepadan dengan wanita tersebut. Karena
laki-laki yang menghamili adalah lelaki yang mau mengakui kesalahannya
dan mau mempertanggung jawabkan perbuatannya, selain itu laki-laki yang
menghamili yang berasal dari keluarga tidak harmonis di mana orang tua
pihak wanita takut jika anaknya menikah nanti, karena dalam Islam ketika
menikah nanti harus memperhatikan latar belakang keluarganya seperti apa
terlebih dahulu.

Sedangkan dalam hal merdeka, harta dan terbebas dari cacat, laki-laki
yang menghamili bisa dikatakan sepadan dengan wanita yang hamil, karena
mereka sama-sama bukan seorang budak yang dimiliki tuannya, kemudian

dalam hal harta di sini laki-laki yang menghamili tersebut menegaskan dia

7 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam..., 127.
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akan mampu untu menafkahi wanita tersebut jika sudah menikah nanti.
Sehingga dapat disimpulkan dalam kriteria kafa’ah menurut para ulama
dalam segi agama, merdeka,harta dan terbebas dari cacat, laki-laki yang
menghamili telah memenuhi kriteria kafa’ah perkawinan, namun dalam hal
nasab tidak bisa dikatakan sekufu’ karena laki-laki yang menghamili berasal
dari keluarga tidak harmonis.

Kemudian penulis akan menganalisis kasus tersebut dalam hal
perwalian. Laki-laki yang menghamili tersebut tidak bisa menikahi begitu
saja wanita tersebut tanpa adanya wali nikah karena wali merupakan rukun
yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perkawinan yang akan
menentukan keabsahan perkawinan.

Jadi bisa disimpulkan bahwa seorang perempuan yang akan menikah
disyaratkan harus ada wali, perkawinan tanpa adanya wali maka perkawinan
tersebut tidak sah atau batal. Namun, perkawinan tidak selalu dapat
dilaksanakan dengan mulus, adakalanya ayah sebagai wali enggan atau
menolak menikahkan anaknya karena berbagai alasan, baik alasan yang
dibenarkan oleh syara’ maupun yang bertentangan dengan syara’. Seperti
dalam kasus di atas, orang tua dari wanita yang hamil tersebut termasuk
dalam wali adhal karena menolak menikahkan anak perempuannya dengan
laki-laki yang menghamili. Dalam kasus di atas, laki-laki yang menghamili
dari awal sudah memiliki iktikad baik untuk bertanggung jawab dan
menikahi wanita tersebut. Adhalnya wali dalam kasus di atas menurut

peneliti kurang tepat. Karena jika perempuan tersebut telah meminta



88

(kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing mempelai itu saling
mencintai, maka penolakan tersebut menurut syara’ dilarang.® Meskipun
salah satu tolak ukur kafa’ah dalam Islam harus memperhatikan bagaimana
keluarganya, namun wali yang adhal harus memperhatikan mafsadah yang
jauh lebih besar kedepannya jika tidak dinikahkan.

Kemudian, penulis berpendapat obyek wanita hamil dalam kasus ini
disamakan dengan janda. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama Madzab
Syafi’i, wanita yang hilang keperawanannya dengan jalan zina hukumnya
sama seperti janda.” Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada
walinya, artinya laki-laki yang menghamili dan wanita yang hamil dalam
kasus di atas sebenarnya mempunyai hak atas perkawinan yang akan mereka
laksanakan, hak mereka lebih besar daripada hak wali dalam perkawinan itu.

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Dawud berikut:
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“Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Janda
lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis perawan

diminta persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam.” (HR. Abi
Dawud)'”

Hadist di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan nikah baik
laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu

pula walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar haknya

¥ Wahbah al Zuhaili, A/-Figh al Islam....,470.
® Husen Ibrahim, Figh Perbandingan Masalah Pernikahan (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), 85.

' Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Bulughul Maram Jilid 2, terj.
Muhammad Rasikh (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 730.



&9

dibanding dengan hak walinya dalam pernikahan itu. '

Wanita yang hamil tersebut seharusnya mengajukan permohonan wali
adhal ke Pengadilan Agama agar perkawinannya bisa tetap dilaksanakan
dengan adanya wali. Karena jika wali tetap adhal tanpa ada alasan yang
dapat diterima, maka perwalian langsung pindah kepada hakim dengan
melalui prosedur di Pengadilan Agama sampai dikeluarkan penetapan oleh
hakim bahwa wali tersebut adhal dan hakim berhak menikahkannya.

Dengan ditolaknya iktikad baik laki-laki yang menghamili untuk
bertanggungjawab dan menikahi wanita yang hamil dalam kasus di atas,
maka akan menimbulkan terjadinya masalah atau kemafsadatan yang lebih
besar yakni wanita tersebut harus menanggung beban seorang diri karena
harus melahirkan tanpa kehadiran seorang suami, selain itu terkait nasab dan
hak keperdataan anak yang dikandungnya juga akan tidak diakui dimata
hukum. Dalam Pasal 99 huruf (a) KHI menyebutkan bahwa, “anak yang sah
adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah’.
Menurut penulis, bila seandainya wali dalam kasus di atas tidak adhal, dapat
menekan mafsadah yang timbul akibat dari penolakan perkawinan ini.

Perlu diingat bahwa, salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk
mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika
suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan
kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada

perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan

""" Ghazali Mukri, Terjemahan. Panduan Fikih Perempuan, Karya Yusuf Al Qardhawi
(Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), 126.
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sadd al-dhari’ah."?

Selanjutnya penulis akan menganalisis dari segi kualitas sadd al-
dhari’ah, jenis kemafsadatan, menurut Imam Shatibi.

Dalam kasus di atas orang tua wanita yang hamil tidak mau
menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamili dengan alasan
karena laki-laki yang menghamili berasal dari keluarga yang tidak harmonis
dan dari keluarga sederhana sehingga dipandang tidak sederajat dengan
keluarga pihak wanita. Ketika wanita yang sedang hamil namun tidak
dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili, maka wanita tersebut akan
menanggung beban seorang diri dan terkait nasab serta hak keperdataan anak
yang dikandungnya tidak akan diakui di depan hukum, karena dalam Pasal
99 huruf (a) KHI menyebutkan bahwa, “ anak yang sah adalah anak yang
dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah’, maka secara
kualitas sadd al-dhari’ah, dapat dikategorikan kualitas kemafsadatannya
gat’i (pasti) dan secara hukum ulama sepakat bahwa ini harus dihindari.

Ditinjau dari jenis kemafsadatan sadd al-dhari’ah, tindakan penolakan
perkawinan yang dilakukan oleh orang tua wanita yang hamil di luar nikah
tersebut, perbuatan ini pada dasarnya perbuatan yang membawa kepada
suatu kemafsadatan, seperti minum minuman keras yang mengakibatkan
mabuk. Tindakan penolakan perkawinan yang dilakukan orang tua pihak
wanita yang sudah dalam kondisi hamil namun enggan menikahkan dengan

laki-laki yang menghamili jelas akan menimbulkan mafsadat terkait nasib

"2 Romli, Pengantar llmu Ushul Figh (Depok: Kencana, 2017), 222.
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wanita tersebut dan anak yang dikandungnya.
Kemudian jika ditarik kesimpulan secara analisis kualitas sadd al-

dhari’ah, berdasarkan konsep kualitas mafsadat menurut Imam Asy Syatibi,

sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:"’

Tabel 2.2
Pembagian Sadd al-Dhari’ah Berdasarkan Kualitas Kemafsadatan

Kualitas Kemafsadatan Derajat Hukum
Qat’i (pasti) Paling kuat Harus dihindari
Ghalib (umumnya) Kuat Dihindari (sekalipun

terdapat khilafiyyah)
Katsir (sering) Sedang Khilafiyyah
Nadir (jarang terjadi) Paling lemah Tidak dianggap

Dengan menggunakan tabel di atas, maka tindakan penolakan
perkawinan yang dilakukan orang tua pihak wanita yang hamil dengan laki-
laki yang menghamili dalam kualitas sadd al-dhari’ah, yang digambarkan di
atas lebih bersifat gar’7 (pasti). Yang dimaksud kemafsadatannya ini adalah
wanita tersebut akan menanggung beban seorang diri dan terkait nasab serta
hak keperdataan anak yang dikandungnya tidak akan diakui di depan hukum.
Kemudian secara derajatnya adalah paling kuat dan secara hukum harus
dihindari.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara analisis sadd al-
dhari’ah, penulis tidak bisa membenarkan tindakan penolakan perkawinan
yang dilakukan orang tua pihak wanita yang hamil dengan laki-laki yang

menghamili. Hal ini sesuai dengan prinsip sadd a/-dhari’ah yang pada intinya

" Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan
Prinsip Pencegahan dalam Fatwa (Jakarta: Emir, t.t.),36.
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metode penggalian hukum yang bersifat mencegah sesuatu agar kedepannya

tidak menimbulkan kemafsadatan.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas serta penjelasan judul skripsi “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Adhalnya Wali Karena Calon Suami Yang

Menghamili Dianggap Tidak Sekufu” maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Adhalnya wali di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota
Surabaya dikarenakan laki-laki yang menghamili berasal sederhana
dan tidak harmonis sehingga dipandang tidak sederajat dengan
keluarga wanita tersebut, padahal anak perempuannya sudah dalam
kondisi hamil dan laki-laki yang menghamili sudah memiliki iktikad
baik untuk menikahinya. Orang tua pihak wanita yang hamil tidak
memikirkan mafsadah yang timbul jauh lebih besar kedepannya

karena adanya penolakan perkawinan ini.

2. Adhalnya wali di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota

Surabaya kurang sesuai dengan hukum Islam karena wanita hamil di
luar nikah bisa dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
Meskipun salah satu kriteria kafa’ah yang diterapkan oleh keluarga
wanita tersebut sesuai dengan kriteria kafa’ah menurut hukum
perkawinan Islam terutama terkait nasab, namun orang tua pihak

wanita harus memperhatikan mafsadah yang akan timbul kedepannya
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akan jauh lebih besar dengan adanya penolakan perkawinan ini. Hal ini

sejalan dengan konsep sadd al-dhari’ah.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan
beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagai orang tua hendaknya lebih memikirkan bagaimana nasib
anaknya dan cucunya ke depan jika tidak ada sosok suami dan ayah
bagi mereka serta bisa lebih mengawasi pergaulan anaknya agar tidak
sampai terjadi kehamilan di luar nikah.

2. Seharusnya wanita yang hamil tersebut bisa mengajukan permohonan
wali adhal ke Pengadilan Agama agar perkawinannya bisa tetap

dilaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika
Presindo, 2010.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. Figh Munakahat I. Bandung: Pustaka Setia,
1999.

Baihaqy (al). As-Sunnah As-Syaqy, Juz 2. t.tp: t.p., t.t.

Bukhari (al), Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Ensiklopedia Hadits: Shahih
Bukhari 1, terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi. Jakarta: Almahira, 2011.

Candrawati, Siti Dalilah. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Surabaya: UIN
Sunan Ampel Press, 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia. A/-Qur’an dan Terjemahannya. Bekasi:
Bagas Segara, 2012.

Fachruddin, Fuad Moch. Masalah Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta: Pedoman
[lmu Jaya, 1991.

Faridl, Miftah. /50 Masalah Nikah & Keluarga. Jakarta: Gema Insani Press,
1999.

Ghazaly, Abd Rahman. Figh Munakahat Seri Buku Daras, Cet. Ill. Jakarta:
Pustaka Kencana, 2003.

------- . Figih Mlunakahat: Kata’ah dalam Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2010.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: CV Mandar Maju, 1990.

Hamid, Atiqah. Figih Wanita. Y ogyakarta: Diva Press, 2016.

Hayati, Eka Nor. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama
Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Penolakan Permohonan
Dispensasi Perkawinan Pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah”.
Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Hazmi, Sholah. “Analisis Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Perkawinan Bawah
Tangan (Studi Kasus Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota
Surabaya)” . Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

95



96

Hidayat, Achmad. “Tinjauan Hukum Islam Atas Kasus Penolakan Orang Tua
Terhadap Pinangan Laki-laki yang Menghamili Anaknya di Kelurahan
Krembangan Selatan Kota Surabaya”. Skripsi--UIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2018.

Hikmawati, Meira. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Wali Mujbir
Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina dengan Pria Yang Tidak
Mengahamili”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Ibrahim, Husen. Figh Perbandingan Masalah Pernikahan. Jakarta : Pustaka
Firdaus, 2003.

Ibrahim, Sad. Figh Islamiy. Surabaya: Hikmah Press, 2017.

Jamaluddin, Arif. Hadis Hukum Keluarga. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,
2014.

Khatib (al), Yahya bin Abdurrahman. Ahkam al-Mar’ah al-Hamil, terj. Abu Firly
Bassam Tauqy. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2009.

Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha
[lmu, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Mas’ud, Ibnu. Figih Madzab Syafi’i, cet. 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,
2014.

Maujud, Adil Abdul. Al-‘Ankihah Al-Fasidah. Lebanon: Dar al-Kutub al-
[Imiyah, 2005.

Mughniyah, Muhammad Jawad. Figh Lima Madzab, terj. Masykur. Jakarta:
Lentera, 2001.

Mukhtar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan
Bintang, 1974.

Mukri, Ghazali. Terjemahan. Panduan Fikih Perempuan, Karya Yusuf Al
Qardhawi. Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.

Munawwir, A.W. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya:
Pustaka Progresif, 1997.

Muzammil, Iffah. Figh Munakahat. Tangerang: Tira Smart, 2019.
Qudamah (ibn). A/-Mugni. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.t.
Ramulyo, Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Romli. Pengantar limu Ushul Figh. Depok: Kencana, 2017.



97

Sabiq, Sayyid. Figih Sunnah Jilid 7, terj. Muhammad Thalib. Bandung: PT. Al-
Ma’arif, 1987.

Saebani, Beni Ahmad. Figh Munakahat I. Bandung: CV Pustaka Setia Bandung,
t.t.

Sarwat, Ahmad. Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2019.

Shan’ani (ash), Muhammad bin Ismail Al-Amir. Subulus Salam Bulughul Maram
Jilid 2 terj. Muhammad Rasikh. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.

Sholeh, Asrorun Ni’am. Metodologi Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia :
Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa. Jakarta: Emir, t.t

Shomad, Abd. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum
Indonesia. Jakarta: Kencana, 2010.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research).
Sinar Grafika: Jakarta, 2015

Syamhari, Ilyas. “Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa’ah Untuk
Menggunakan Hak Ijbar: studi pada masyarakat pesantren di Kecamatan
Labang Kabupaten Bangkalan Madura”. Skripsi--UIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2010.

Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana,
2009.

Thalib, Sayyuti. Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia. Jakarta: Ul-Press,
2007.

Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.
Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,
Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: UIN Sunan ampel Surabaya,
2017.

Tirmidzi. Al-Jami’ As-Sahih, Juz 3. t.tp: t.p., t.t.

Zuhaili (al), Wahbah. A/-Figh al Islam wa Adillatuhu, Juz 9, terj. Abdul Hayyic
al Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan





